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 The research aimed to determine the effect of understanding the regulation 
and budgeting knowledge members of DPRD on based budget performance 
assessment value for money. Types of this research is quantitative study. Sampling 
technique used was non-probability sampling using saturated sampling method. 
The data used were primary data using a questionnaire. The collected are freom 
45 respondents that members of DPRD at Boyolali Regency. Data analysis 
techniques were perfomed, used was multiple linear regression with SPSS. 
 The result showed, first understanding the regulation had  positive and 
significant influence on based budget performance assessment value for money. 
Second, budgeting knowledge members of DPRD had positive significant 
influence on based budget performance assessment value for money. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman regulasi dan 
pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran terhadap penilaian kinerja anggaran 
berbasis value for money. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu non probability 
sampling menggunakan metode sampel jenuh. Data yang digunakan adalah data 
primer dengan menggunakan kuesioner. Data berhasil dikumpulkan berasal dari 
45 responden yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Boyolali. Teknik 
pengolahan data yang dilakukan, menggunakan regresi linear berganda dengan 
bantuan SPSS. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa, pertama pemahaman regulasi 
berpengaruh positif signifikan terhadap penilaian kinerja anggaran berbasis value 
for money. Kedua, pengetahuan anggota DPRD berpengaruh positif dan signifikan 
signifikan terhadap penilaian kinerja anggaran berbasis value for money. 
 
Kata kunci: Pemahaman Regulasi, Pengetahuan Anggota DPRD Tentang 
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1.1 Latar Belakang Masalah
Sejalan  dengan  terus  bergulirnya  reformasi,  pemerintah  pusat
mengantisipasi  dengan  dikeluarkannya  paket  kebijakan  perubahan
penyelenggaraan  pemerintah  daerah  pada  pelayanan  publik  secara  efektif  dan
efisien melalui otonomi daerah. Tonggak awal pelaksanaan otonomi daerah dan
proses  awal  terjadinya  reformasi  penganggaran  keuangan  daerah  di  Indonesia
yaitu dengan dikeluarkannya Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang –
Undang No. 33 Tahun 2004. 
Dengan diberlakukannya UU tersebut, maka Pemerintah Daerah diberikan
kewenangan  sepenuhnya  untuk  mengurus  dan  mengatur  semua  urusan  yang
berhubungan  dengan  pemerintah  daerah  masing  –  masing.  Hal  ini  bertujuan
supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat  seimbang
dan merata, serta dapat tercipta kesinambungan keuangan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah.
Menurut Winarna dan Murni (2007), salah satu aspek penting dalam rangka
pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah  masalah  keuangan  daerah  dan  anggaran
daerah  (APBD).  Manajemen  keuangan  daerah  diperlukan  untuk  mewujudkan
otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang
mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomi, efisien, efektif,
transparan dan akuntabel.
Berlakunya Undang – undang tentang otonomi daerah serta pengelolaan dan
pertanggungjawaban pengawasan keuangan daerah memberikan dampak positif
2bagi kedudukan, fungsi dan hak – hak DPRD, dimana anggota DPRD akan lebih
aktif  dalam  menangkap  aspirasi  masyarakat  yang  kemudian  mengadopsinya
dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama – sama Kepala Daerah
(Bupati atau Wali Kota).
Selain  itu  pemerintah  juga  dituntut  untuk  mewujudkan  terciptanya  tata
pemerintahan  yang  baik  (good  governance) dalam  melaksanakan
pemerintahannya,  sebagai  syarat  utamanya  adalah  mengutamakan  akuntabilitas
dan transparansi serta didukung dengan pengawasan keuangan daerah yang dapat
dipertanggungjawabkan  dengan  baik.  Untuk  mendukung  akuntabilitas  dan
transparansi diperlukan internal control yang dilakukan oleh Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan eksternal control yang dilakukan oleh
BPK dan DPRD.
Secara umum lembaga legislatif atau DPRD mempunyai tiga fungsi yaitu :
(1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang - undangan), (2) fungsi
anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi
untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah). Di dalam penelitian
yang akan dilakukan, fungsi DPRD yang akan diteliti adalah fungsi DPRD dalam
pengawasan keuangan daerah. DPRD memegang peran yang sangat besar dalam
pengawasan keuangan daerah dan mempunyai hak untuk mengontrol pelaksanaan
anggaran agar sesuai dengan prinsip value for money (Winarna dan Murni, 2007).
Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif
sangatlah penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk
menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah dan untuk
menjamin  kelancaran  penyelenggaraan  pemerintah  secara  berdaya  guna  dan
berhasil  guna  (Witono,  2003).  Dalam  hal  pengelolaan  keuangan  daerah
3diharapkan lembaga legislatif berperan aktif dalam keseluruhan proses anggaran,
baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan anggaran, pelaporan, maupun dalam
pengawasan program kerja yang dilakukan oleh pemerintah. 
Pengelolaan  anggaran  (APBD)  oleh  lembaga  eksekutif
(pemerintah daerah)  dikatakan baik  apabila  telah  menerapkan
prinsip  value  for  money (VIM)  dan  mutlak  dilakukan  dalam
pembuatan  anggaran.  Implementasi  prinsip  value  for  money
diyakini  dapat  memperbaiki  kinerja  sektor  publik  khususnya
dalam  hal  penganggaran  sektor  publik  (Mayasari,  2012).
Pengelolaan  anggaran  yang  baik  juga  tidak  terlepas  dari
pengawasan yang dilakukan oleh legislatif (DPRD) dan lembaga
khusus  yang  bertugas  mengontrol  proses  perencanaan  dan
pengendalian anggaran.
Namun pada kenyataannya tuntutan terhadap peran anggota dewan dalam
pengawasan keuangan daerah  juga harus dihadapkan pada kondisi faktual bahwa
sebagian besar anggota DPRD periode 2014 – 2019 didomiasi oleh wajah baru,
yang dipilih dan diangkat dari partai – partai pemenang pemilu yang mempunyai
latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota
DPRD.  Sehingga  ketika  mereka  dipilih  menjadi  anggota  dewan,  keterbatasan
pengetahuan  dan  pengalaman  ini  akan  menjadi  kendala  dalam  melaksanakan
fungsi pengawasan. 
Masih  rendahnya  peran  DPRD  dalam  keseluruhan  proses  atau  siklus
anggaran  menyebabkan  terjadinya  permasalahan  dalam  pengelolaan  keuangan
daerah. Akibatnya banyak terjadi kasus dan penyalahgunaan anggaran yang terjadi
di  berbagai  daerah  Salah  satu  contohnya  adalah  kasus  penyelewengan  proyek
4rehabilitasi  Bendung  Penggung,  Desa  Karangjati,  Kecamatan  Wonosegoro,
Kabupaten Boyolali pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan
Umum. Kasus ini mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1,3 miliar (kejari-
boyolali.go.id).
Konsekuensinya  DPRD  harus  mengerti  fungsinya,  mengerti  rakyat,
mengerti aspirasi rakyat serta masalah dan kepentingan yang dihadapi. Kualitas
pemahaman anggota dewan terhadap fungsi dan aspirasi rakyat tersebut menuntut
DPRD  untuk  memiliki  pengetahuan,  kemampuan,  kecakapan  dan  ketrampilan
yang luas dan mendalam dalam menjalankan tugas.
Pengawasan yang dilakukan oleh  dewan dipengaruhi  oleh  faktor  internal
maupun faktor eksternal (Pramono, 2002 dalam Coryanata, 2007). Faktor internal
adalah  faktor  yang  dimiliki  oleh  dewan  yang  berpengaruh  secara  langsung
terhadap  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan,  sedangkan  faktor  eksternal
adalah  pengaruh  dari  luar  terhadap  fungsi  pengawasan  oleh  dewan  yang
berpengaruh  secara  tidak  langsung  terhadap  pengawasan  yang  dilakukan  oleh
dewan. 
Faktor  internal  yang  mempengaruhi  pengawasan  keuangan  daerah  yang
dilakukan  oleh  DPRD  meliputi  personal  background,  political  background,
pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran serta pemahaman anggota DPRD
terhadap  peraturan,  kebijakan,  dan  prosedur  mengenai  pengawasan  keuangan
daerah  (APBD)  yang  terdiri  dari  Undang  –  Undang,  Peraturan  Pemerintah,
Peraturan daerah, dan lain – lain. Namun, dalam penelitian ini hanya mengambil
pemahaman  anggota  DPRD  terhadap  peraturan,  kebijakan,  dan  prosedur
(pemahman regulasi) dan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran.
5Pemahaman  regulasi  merupakan  pemahaman  anggota  DPRD  mengenai
peraturan, kebijakan, dan prosedur tentang keuangan daerah. Peraturan, kebijakan,
dan  prosedur  tersebut  terdiri  dari  Undang  –  Undang,  Peraturan  Pemerintah,
Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain – lain. Peraturan, kebijakan, dan
prosedur tersebut berfungsi sebagai pedoman anggota DPRD dalam melakukan
pengawasan  keuangan  daerah  (APBD)  agar  berjalan  secara  efektif  sehingga
memastikan apakah pelaksanaan APBD telah sesuai dengan tujuan dan peraturan
perundang – undangan yang ditetapkan.
Oleh  karena  itu,  setiap  anggota  DPRD  diharuskan  memahami  peraturan
perundang  –  undangan  tersebut.  Semakin  tinggi  tingkat  pemahaman  anggota
DPRD terhadap peraturan  perundang – undangan tersebut  diharapkan semakin
tinggi pula tingkat pengawasan keuangan daerah dalam hal ini penilaian kinerja
anggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD. Hasil penelitian Kartikasari (2012)
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel
pemahaman regulasi dengan pengawasan keuangan daerah.
Namun demikian, Bedein dan Zammuto (1991) menyatakan bahwa jumlah
peraturan,  kebijakan,  dan  prosedur  yang  terlalu  banyak  dapat  berpengaruh
terhadap disfungsional individu dan organisasi, serta membunuh inisiatif individu
dan mengurangi kepuasan kerja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriani dan
Baswir  (2003)  menunjukkan  bahwa  pemahaman  anggota  DPRD  terhadap
peraturan,  kebijakan,  dan  prosedur  tentang  keuangan  daerah  tidak  memiliki
pengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
Selain  variabel  pemahaman  regulasi  terdapat  faktor  lain  yang
mempengaruhi  anggota  DPRD  dalam  pengawasan  keuangan  daerah  yaitu
pengetahuan  anggota  dewan  tentang  anggaran.  Pengetahuan  dewan  tentang
6anggaran  merupakan  pengetahuan  dewan  terhadap  mekanisme  penyusunan
anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban
serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
pengelolaan keuangan derah (APBD) (Kartikasari, 2012). 
Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran berasal dari kemampuan
anggota dewan yang diperoleh dari  latar  belakang pendidikannya ataupun dari
pelatihan  dan  seminar  mengenai  keuangan  daerah  yang  diikuti  oleh  anggota
dewan.  Pelatihan  atau  seminar  mengenai  keuangan  daerah  yang  diikuti  oleh
anggota dewan akan mampu meningkatkan pemahaman anggota dewan bahwa
proses  alokasi  anggaran  bukan  sekedar  proses  administrasi,  tetapi  juga  politik
(Adisasmita, 2011). 
Hasil  penelitian  Werimon,  dkk  (2007)  menunjukkan  bahwa  variabel
pengetahuan anggota  dewan tentang anggaran  berpengaruh signifikan terhadap
pengawasan  keuangan  daerah  (APBD).  Yudoyono  (2002)  menyatakan  bahwa
DPRD  akan  dapat  memainkan  perananya  dengan  baik  apabila  pemimpin  dan
anggota – anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar
hak,  tugas,  dan  wewenangnya  dan  mampu  mengaplikasikan  secara  baik,  dan
didukung  dengan  tingkat  pendidikan  dan  pengalaman  di  bidang  politik  dan
pemerintahan yang memadai.
Masih terbatasnya penelitian akuntansi di  bidang Pemerintahan mengenai
peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) dan hasil  penelitian
sebelumnya  yang  berbeda  -  beda,  memotivasi  peneliti  untuk meneliti  kembali
Pengaruh pemahaman regulasi dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran
terhadap  penilaian  kinerja  anggaran  berbasis  value  for  money.  Pada  dasarnya
penelitian ini  mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari  (2012)
7serta Winarna dan Murni (2007). Variabel yang diuji kembali dalam penelitian ini
adalah pemahaman regulasi dan pengetahuan DPRD tentang anggaran.
Berdasarkan latar  belakang  yang telah  di  paparkan diatas,  maka  peneliti
tertarik  untuk  mengadakan  penelitian  dengan  judul  “Pengaruh  Pemahaman
Rgulasi  dan  Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Penilaian  Kinerja
Anggaran Berbasis  Value For Money  (Studi Pada Anggota DPRD di Kabupaten
Boyolali)”.
1.2 Identifikasi masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat
mengidentifikasi masalah sebagai berikut :
1. Keterbatasan  pengetahuan  dan  pengalaman  yang  dimiliki  oleh  anggota
dewan yang  disebabkan  oleh  perbedaan  latar  belakang  pendidikan  dapat
menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
2. Masih  rendahnya  peran  DPRD  dalam  keseluruhan  proses  atau  siklus
anggaran  dapat  menyebabkan  terjadinya  permasalahan  dan  kelemahan
dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Adanya permasalahan penyelewengan anggaran sehingga diperlukan peran
DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
1.3 Batasan Masalah
Batasan  masalah  dalam  penelitian  ini  dibuat  agar  penelitian  ini  tidak
menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat mengetahui sejauh mana
8hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu
penulis hanya meneliti mengenai pengaruh pemahaman regulasi dan pengetahuan
anggota  DPRD tentang  anggaran  terhadap  penilaian  kinerja  anggaran  berbasis
value for money.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas,  masalah  yang  akan  diteliti  selanjutnya  akan
dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai  berikut :
1. Apakah  ada  pengaruh  pemahaman  regulasi  terhadap  penilaian  kinerja
anggaran  berbasis  value  for  money pada  anggota  DPRD  Kabupaten
Boyolali?
2. Apakah  ada  pengaruh  Pengetahuan  Dewan  tentang  Anggaran  terhadap
penilaian kinerja anggaran berbasis  value for money pada anggota DPRD
Kabupaten Boyolali?  
1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu
1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman regulasi terhadap penilaian kinerja
anggaran  berbasis  value  for  money  pada  Anggota  DPRD  Kabupaten
Boyolali.
92. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran
terhadap penilaian kinerja anggaran berbasis value for money pada anggota
DPRD Kabupaten Boyolali.
1.6 Manfaat Penelitian 
1. Kontribusi Akademis
Penelitian ini dapat menambah khasanah dan ilmu pengetahuan khususnya
tentang  bagaimana  peran  DPRD  dalam  pengawasan  keuangan  daerah.
Penelitian  ini  juga  bermanfaat  bagi  mahasiswa,  dapat  disajikan  sebagai
bahan referensi dan pembanding pada penbelitian selanjutnya.
2. Manfaat Bagi Anggota DPRD
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  dalam mendukung
pelaksanaan  otonomi  daerah  khususnya  peran  DPRD dalam pengawasan
keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan good governance. 
3. Manfaat Bagi Partai Politik
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam mengevaluasi dan
seleksi terhadap kader/calon legislatif bagi masing – masing partai.
1.7 Jadwal Penelitian
Terlampir
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi
Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
10
Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
jadwal penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Pada  bab  ini  berisi  tentang  fungsi  DPRD,  pengertian  keuangan
daerah,  pengawasan  keuangan  daerah  untuk  menilai  kinerja
anggaran  berbasis  value  for  money,  pengawasan  dalam  Islam,
pemahaman regulasi,  pengetahuan dewan tentang anggaran, hasil
penelitian  yang  relevan,  kerangka  berfikir  dan  pengembangan
hipotesis.
BAB III METODE PENELITIAN
Pada  bab  ini  berisi  tentang  waktu  dan  tempat  penelitian,  jenis
penelitian,  populasi,  sampel,  data  dan  sumber  data,  teknik
pengumpulan  data,  variabel  penelitian,  definisi  operasional
variabel, dan teknis analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian pengujian
dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis.
BAB V PENUTUP
Pada bab ini  berisi  tentang kesimpulan ,  keterbatasan penelitian,




Di  dalam suatu  sistem pemerintahan terdapat  pembagian
kekuasaan,  baik  dalam Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah
Daerah. Tujuan dari pembagian kekuasaan tersebut adalah untuk
mencegah adanya suatu konflik yang terjadi antara lembaga –
lembaga  yang  ada  dalam  suatu  pemerintahan.  Maka  dari  itu
perlu dibentuk suatu mekanisme yang mengatur hubungan antar
lembaga  tersebut.  Pembagian  kekuasaan  dalam  sistem
pemerintah  daerah  yaitu  DPRD  sebagai  Badan  Legislatif  dan
Pemerintah Daerah Sebagai Badan Eksekutif.
Hal ini juga dijelaskan dalam Undamg – Undang Nomor 32
Tahun 2004 bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif berkedudukan
sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah Daerah. Sebagai mitra
Pemerintah  Daerah,  DPRD  mempunyai  tanggung  jawab  yang
sama  dalam menjalankan  roda  pemerintahan.  Kedua  lembaga
tersebut saling mengawasi dan saling mengendalikan dan tidak
saling  menjatuhkan.  Tetapi  harus  dapat  menciptakan  dan
memelihara suatu kerjasama yang baik. 
DPRD  merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  dan
berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintahan
daerah.  DPRD  juga  mempunyai  kedudukan  yang  sama  tinggi
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dengan Kepala Daerah (Budiarjo, 1993:106). DPRD mempunyai
fungsi yang dapat digunakan untuk menjalankan tugasnya dalam
penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Fungsi  –  fungsi  tersebut
telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
pasal 40, yaitu:
1. Fungsi Legislasi
Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka
mendukung pelaksanaan otonomi daerah adalah fungsi legislasi.
Legislasi atau pembentukan peraturan daerah merupakan proses
perumusan kebijakan publik. Peran yang dilakukan oleh anggota
DPRD adalah merumuskan kebijakan publik dengan melihat dan
mempertimbangkan berbagai kepentingan kelompok masyarakat
yang menjadi sasaran dari peraturan atau undang – undang yang
dibuat.
2. Fungsi Penganggaran
Penganggaran  merupakan  proses  penyusuanan  dan
penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama –
sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD
harus  terlibat  secara  aktif,  proaktif,  dan  bukan  reaktif  dan
sebagai  legitimator  usulan  APBD  yang  diajukan  pemerintah
daerah.
Peran  DPRD dalam menetapkan  APBD  sangatlah  penting,
karena  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  merupakan
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instrumen  kunci  kebijakan  ekonomi  suatu  daerah,  yang
memerlukan  keterlibatan  parlemen  dalam  penetapannya.
Penetapan  APBD  tidak  hanya  menyangkut  masalah  teknis,
namun berhubungan juga dengan aspek kebijakan publik. Oleh
karena itu, Pemerintah Daerah dan DPRD bahkan partai politik
berkepentingan  untuk  memperjuangkan  aspirasi  kebijakan
ekonominya dalam APBD.
3. Fungsi Pengawasan
Secara umum pengawasan merupakan suatu kegiatan yang
bertujuan  untuk  menjamin  pelaksanaan  kegiatan  agar  sesuai
dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk
memastikan  bahwa  tujuan  dapat  tercapai  secara  efektif  dan
efisien.  Salah  satu  fungsi  yang  dilakukan  oleh  DPRD  adalah
fungsi  pengawasan  yaitu  pengawasan  terhadap  pelaksanaan
berbagai  kebijakan  publik  di  daerah  yang  dilaksanakan  oleh
lembaga eksekutif dan juga pengawasan terhadap pengelolaan
keuangan daearah (Kartikasari, 2012).
Adanya pengawasan yang efektif yang dilakukan oleh DPRD
bagi  pemerintah  daerah,  akan  bermakna  positif  untuk
meningkatkan  kinerja  birokrasi  pemerintah  itu  sendiri,  yaitu
dalam  konteks  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi
masayarakat,  sebagaimana  masih  menjadi  harapan  publik
selama ini.  Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD melalui
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alat  –  alat  kelengkapan  dan  mekanisme  kerja  yang  dimiliki
merupakan  suatu  pertanggungjawaban  posisi  DPRD  sebagai
lembaga politik perwakilan rakyat (Laksono, 2009). 
2.2 Keuangan Daerah (APBD)
Pengertian  keuangan  daerah  sebagaimana  dimuat  dalam
Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
adalah sebagai berikut:
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa
uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang
berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban
daerah tersebut.
Keuangan  daerah  sepenuhnya  disusun  kedalam  APBD.
Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dubahas dan disetujui bersama
oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD,  dan  ditetapkan  dengan
peraturan daerah.
APBD  disusun  sebagai  pedoman  pendapatan  dan  belanja
dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintah  daerah.  Sehingga
dengan  adanya  APBD,  pemerintah  daerah  memiliki  gambaran
yang  jelas  tentang  apa  saja  yang  akan  diterima  sebagai
pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan
selama  satu  tahun.  Dengan  adanya  APBD  sebagai  pedoman,
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maka diharapkan kesalahan,  pemborosan,  dan penyelewengan
yang dapat merugikan dapat dihindari.
Dalam proses penyusunan anggaran (APBD), banyak pihak
yang  terlibat  baik  pemerintah  maupun  DPRD  dan  ini  akan
berdampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi
orang yang langsung mempunyai hubungan dengan penyusunan
anggaran.  Menurut  UU  No  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  Pasal  3  Ayat  (4),  dijelaskan  bahwa  APBD  mempunyai
fungsi – fungsi sebagai berikut:
1. Fungsi Otorisasi, anggaran daerah merupakan dasar untuk
melaksanakan  pendapatan  dan  belanja  pada  tahun  yang
bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, anggaran daerah merupakan pedoman
bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun
yang bersangkutan.
3. Fungsi  pengawasan,  anggaran  daerah  menjadi  pedoman
untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah
daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi  Alokasi,  anggaran  daerah  diarahkan  untuk
mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya,
serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi  Distribusi,  anggaran  daerah  harus  mengandung
arti/memperhatikan keadilan dan kepatutan.
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6. Fungsi  stabilisasi,  anggaran  daerah  harus  mengandung
arti/harus  menjadi  alat  memelihara  dan  mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian.
Dalam  penyusunan  keuangan  daerah  (APBD)  terdapat
beberapa  siklus  anggaran  yang  harus  diketahui  dan  dikuasai
dengan baik oleh penyelenggaraan pemerintah. Menurut Henley,
et al (1992) siklus anggaran meliputi empat tahap diantaranya :
1. Tahap Persiapan Anggaran
Pada tahap ini  menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 108
Tahun  2000  pemerintah  daerah  disyaratkan  untuk  membuat
dokumen  perencanaan  daerah  yang  terdiri  dari  PROPEDA
(RENSTRADA).
2. Tahap Ratifikasi Anggaran
Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik
yang cukup rumit dan cukup berat. Pihak eksekutif dituntut tidak
hanya  mempunyai  kemampuan  manajerial  tetapi  juga  harus
mempunyai  kemampuan  di  bidang  politik,  membangun
hubungan kerjasama dan koalisi.
3. Tahap Pelaksanaan Anggaran
Hal  yang  paling  penting  pada  tahap  ini  yaitu  sistem
informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.
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4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran
Tahap  persiapan,  ratifikasi,  dan  implementasi  anggaran
berhubungan dengan aspek operasional dari anggaran tersebut,
dimana  tahap  pelaporan  dan  evaluasi  sendiri  berhubungan
dengan aspek akuntabilitas.
2.3 Pengawasan Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja
Anggaran Berbasis Value For Money
Secara umum, pengawasan merupakan segala kegiatan dan
tindakan  untuk  menjamin  agar  pelaksanaan  suatu  kegiatan
berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang
telah ditetapkan (Baswir, 1999). Pengawasan menurut Keputusan
Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.  Pasal  1  ayat  (6)
menyebutkan:  pengawasan  pemerintah  daerah  adalah  proses
kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin  agar  pemerintah
daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan  pengawasan  keuangan  daerah  merupakan
semua  tindakan  untuk  memastikan  pengelolaan  keuangan
daerah  agar  sesuai  dengan  peraturan  dan  tujuan  yang  telah
ditetapkan.  Pengawasan  tidak  hanya dilaksanakan pada tahap
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implementasi dan evaluasi tetapi juga pada tahap perencanaan
(Mardiasmo, 2001). 
Pengawasan mempunyai peran yang sangat penting untuk
menjamin  terwujudnya  efektivitas  dan  efisiensi  kerja  serta
pencapaian  hasil  kerja  (kinerja)  dalam suatu  organisasi  sektor
publik  dengan  maksud  untuk  mencegah  terjadinya  kebocoran
dan  pemborosan  dalam  menggunkan  waktu,  anggaran,  dan
sarana sehungga seluruh kegiatan organisasi  dapat  terlaksana
secara efektif dan efisien (Kamilah, 2014).
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari
pengawasan  keuangan  daerah  adalah  untuk  menjamin
keamanan seluruh komponen keuangan daerah, untuk menjamin
dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan daerah,  dan untuk menjamin dilakukannya berbagai
upaya  penghematan,  efisiensi,  dan  efektivitas  dalam
pengelolaan keuangan daerah.
Menurut  Syahruddin  (2002)  ada  empat  institusi  yang
berperan  dalam  pengawasan  pelaksanaan  keuangan  daerah
yaitu  :  (1)  DPRD sebagai  Badan  Legislatif  Daerah;  (2)  Satuan
Pengawasan  Internal  (SPI);  (3)  Pengawasan  Eksternal  dan  (4)
Menteri Dalam Negeri.
Sebagai pilar utama demokrasi di daerah, DPRD mempunyai
kewajiban  melaksanakan  pengawasan  terhadap  kinerja  Kepala
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Daerah  agar  dalam  kebijakannya  tidak  menciderai  hakekat
demokrasi. Kewajiban DPRD yaitu meminta Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  Dalam  penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah.  Selain  itu  Kepala  Daerah  mempunyai
kewajiban  untuk  memberikan  laporan  penyelenggaraan
pemerintah  daerah  (LPPD)  kepada  pemerintah,  serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
(ILPPD) kepada masyarakat (Arif, 2013).
Hal  ini  dilakukan  agar  DPRD  dan  Masyarakat  dapat
mengetahui  dan menilai  kinerja  Kepala  Daerah apakah kinerja
Kepala  Daerah mengalami  keberhasilan  atau kegagalan dalam
memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  khususnya  dalam
pembuatan  APBD,  pemerintah  daerah  dan  DPRD  diharuskan
dapat  memperhatikan  penerapan  prinsip  value  for  money.
Kinerja  anggaran  pemerintah  daerah  dapat  diukur  dari
penerapan prinsip value for money.
Menurut  Mardiasmo  (2009)  value  for  money merupakan
konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan
pada  tiga  elemen  utama,  yaitu  ekonomi,  efisiensi,  dan
efektivitas.  Value  for  money merupakan  inti  pengukuran  pada
organisasi sektor publik. Pengukuan kinerja sekotor publik sangat
penting  dilakukan.  Karena  pemerintah  daerah  sebagai  wakil
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rakyat  yang  dipercaya  untuk  mengatur  dan  mengurusi  rumah
tangga  daerah  harus  mempertanggungjawabkan  setiap  rupiah
yang dikeluarkan. 
Ada tiga elemen pengelolaan anggaran sektor publik yang
berkonsep pada value for money (Mardiasmo, 2002:4), yaitu: 
1. Ekonomi,  pemerolehan  input dengan  kualitas  tertentu
dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan
input dengan  input  value yang  dinyatakan  dalam  satuan
moneter.  Ekonomi  terkait  dengan sejauh  mana  organisasi
sektor  publik  dapat  meminimalisir  input  resources yang
digunakan  yaitu  dengan  menghindari  pengeluaran  yang
boros dan tidak efektif.
2. Efisiensi, pencapaian  output yang maksimum dengan  input
tertentu atau penggunaan  input terendah untuk mencapai
output tertentu.  Efisiensi  merupakan  perbandingan
output/input yang  dikaitkan  dengan  standar  kinerja  atau
target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target
yang  telah  ditetapkan  secara  sederhana,  efektivitas
merupakan perbandingan outcome dengan output.




Ekonomi  merupakan  pengukuran  relatif,  pengukuran
ekonomi  hanya  mempertimbangkan  masukan  yang
dipergunakan. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran
ekonomi adalah:
a. Apakah  biaya  organisasi  lebih  besar  dari  yang  telah
dianggarkan oleh organisasi?
b. Apakah biaya organisasi lebih besar dari biaya organisasi
lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
c. Apakah  organisasi  telah  menggunakan  sumber  daya
finansialnya secara optimal?
2. Pengukuran Efisiensi
Efisiensi  merupakan  hal  penting  dalam  konsep  Value  for
Money. Efisiensi diukur dengan rasio antara  output  dengan
input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin
tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.
3. Pengukuran Efektivitas
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi
mencapai  tujuannya.  Apabila  suatu  organisai  berhasil
mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah
berjalan  dengan  efektif.  Hal  penting  yang  perlu  dicatat
adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa
besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil tersebut.
Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh
jadi dua kali  lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar
dari yang telah dianggarkan.
4. Pengukuran Outcome
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Outcome adalah  dampak  suatu  program  atau  kegiatan
terhadap  masyarakat.  Outcome lebih  tinggi  nilainya  dari
pada  output,  karena  output hanya  mengukur  hasil  tanpa
mengukur  dampaknya  terhadap  masyrakat,  sedangkan
oucome mengukur  kualitas  output  dan  dampak  yang
dihasilkan.
Pengawasan terhadap anggaran oleh DPRD meliputi seluruh
siklus  anggaran,  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,
maupun  pertanggungjawaban  (Indriani  dan  Baswir,  2003).
Tahapan  fungsi  fungsi  pengawasan  keuangan  daerah  (APBD)
tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Perencanaan,  pada  tahap  ini  DPRD  melakukan  kegiatan
antara lain : menampung aspirasi masyarakat, menetapkan
petunjuk  dan  kebijakan  tentang  APBD  dan  menentukan
strategi  dan  prioritas  dari  APBD  tersebut,melakukan
klarifikasi  dan  ratifikasi  (diskusi  APBD  dalam  rapat
paripurna), serta mengambil keputusan dan pengesahan.
2. Pelaksanaan,  pada  tahapan  ini  DPRD  melakukan  evaluasi
terhadap  APBD.  Pengawasan  ini  dilaksanakan  melalui
monitoring dan pengawasan triwulan.
3. Pelaporan,  peran  dari  DPRD  dapat  diimplementasikan
dengan  mengevaluasi  laporan  realisasi  APBD  secara
keseluruhan  (APBD  tahunan)  dengan  memriksa  laporan
APBD dan catatan APBD dan juga inspeksi lapangan.
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Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses
pengawasan  terhadap  kesesuaian  perencanaan  anggaran  dan
pelaksanaanya  dalam  melaksanakan  pembangunan  daerah.
Sebelum sampai pada tahap pelaksanaan pengawasan keuangan
daerah,  anggota  dewan harus  mempunyai  bekal  pengetahuan
mengenai angaran sehingga nanti ketika melakukan pengawasan
terhadap  pelaksanaan  anggaran,  anggota  dewan  telah  dapat
mendeteksi  apakah  terjadi  kebocoran  atau  penyimpangan
alokasi anggaran.
Apabila  terjadi  dugaan  penyimpangan dalam pelaksanaan
anggaran,  maka  hal  –  hal  yang  dapat  dilakukan  oleh  DPRD
adalah sebagai berikut:
1. Memberitahukan  Kepada  Kepala  Daerah  untuk
menindaklanjuti oleh Satuan Pengawas Internal.
2. Membentuk  pansus  untuk  mencari  informasi  yang  lebih
akurat.
3. Menyampaikan  adanya  dugaan  penyimpangan  kepada
instansi penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) (Pangesti,
2013) 
Jenis-jenis  pengawasan  keuangan  daerah  (APBD)  dapat
dibedakan  berdasarkan  objek  pengawasan,  sifat  pengawasan,
dan metode pengawasan. (Halim, 2012: 39)
1. Pengawasan Berdasarkan Objek 
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Pengawasan  APBD  menjadi  pengawasan  terhadap
pendapatan  daerah  dan  pengawasan  terhadap  pengeluaran
daerah. Pengawasan pendapatan daerah lebih ditekankan pada
segi  pengumpulannya,  sedangkan  tujuan  pengawasan
pengeluaran  daerah  meliputi  segi  penyusunan  anggarannya,
penyalurannya maupun segi pertanggungjawabannya.
2. Pengawasan Menurut Sifat
Menurut  sifat,  pengawasan  dapat  dibedakan  menjadi
pengawasan  preventif  dan  pengawasan  represif.  Pengawasan
preventif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  sebelum  suatu
tindakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  dilakukan.  Pengawasan
represif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  setelah  suatu
tindakan  dilakukan  dengan  membandingkan  apa  yang  terjadi
dengan apa yang seharusnya terjadi .
3. Pengawasan Menurut Metode
Menurut  metode,  pengawasan  dapat  dikelompokkan
menjadi  pengawasan  melekat  dan  pengawasan  fungsional.
Pengawasan  melekat  adalah  pengawasan  yang dilakukan  oleh
pimpinan  atau  atasan  langsung suatu  instansi  atau  unit  kerja
dalam lingkungan pemerintahan daerah terhadap bawahannya,
terutama melalui  perlembagaan sistem pengawasan pimpinan.
Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh
aparat pengawasan.
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Sedangkan jenis pengawasan keuangan daerah (APBD) yang
menjamin  akuntabilitas  administrasi  secara  rutin  dan  usaha  –
usaha pembangunan (Mardiasmo, 2004: 78), sebagai berikut:
1. Pengawasan Internal
Pengawasan  internal  adalah  pengawasan  yang  dijalankan
oleh  pengawas  terhadap  bawahannya  dalam  unit  kerjanya.
Pencapaian  tujuan  organisasi  dan  pelaksanaannya  atau
gambaran  tentang  organisasinya  adalah  tanggungjawab
pemimpin organisasi. Setiap pimpinan lembaga pemerintah atau
unit kerja stuktural dan fungsional  seperti project team, komite,
kelompok  kerja  yang  memiliki  tanggung  jawab.  Sehingga  jika
mereka  menemukan  tindakan  –  tindakan  yang  menyimpang,
mereka  akan  melakukan  tindakan  koreksi  dan  selalu
mempertahankan good performance.
2. Pengawasan Fungsional
Pengawasan  fungsional  adalah  pengawasan  yang
dilaksanakan  oleh  sebuah  lembaga  yang  kewajiban  utamanya
adalah mengawasi seperti Unit Pengawasan Internal, Inspektorat
Provinsi,  Inspektorat  Kabupaten/Kota,  Jendral  Pembangunan,
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP),  dan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Pengawasan Legislatif
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Pengawasan  legislatif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan
oleh  DPR  dan  DPRD.  Berdasarkan  UUD  1945,  DPR  memiliki
kewajiban untuk menjalankan pengawasan terhadap pemerintah.
4. Pengawasan Hukum
Pengawasan  hukum  adalah  pengawasan  yang  dilakukan
oleh  Mahkamah  Agung  (MA).  MA  memiliki  wewenang  dan
kewajiban  untuk  menjalankan  pengawasan  atas  pemerintah
dalam bidang perundang – undangan.
5. Pengawasan Masyarakat
Pengawasan  masyarakat  adalah  pengawasan  yang
dilakukan  oleh  masyarakat  seperti  media  massa,  LSM,  ormas,
dan lain – lain.
Pengawasan  dimulai  pada  saat  proses  perencanaan,
penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan
pertanggungjawaban  APBD.  Tahap  demi  tahap  pengawasan
dituangkan  dalam  suatu  rencana  kerja  disertai  dengan
penjadwalan  serta  keterlibatan  berbagai  pihak  dari  dalam
maupun  dari  luar  DPRD.  Pengawasan  terhadap  APBD  penting
dilakukan  untuk  memastikan  alokasi  anggaran  sesuai  dengan
prioritas  daerah  dan anggaran dikelola  secara  transparan dan
akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran (Yudoyono,
2002).
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2.4 Pengawasan Dalam Islam
Dalam Islam pengawasan lebih ditujukan kepada kesadaran
dalam  diri  sendiri  tentang  keyakinan  bahwa  Allah  selalu
mengawasi  kita,  sehingga  kita  takut  untuk  melakukan
kecurangan. Pengawasan juga dilakukan untuk meluruskan yang
tidak  lurus  dan  mengoreksi  yang  salah  (Manan,  1993).
Berdasarkan ruang lingkupnya, pengawasan dalam Islam terbagi
menjadi  dua  hal,  yaitu:  pertama,  pengawasan  internal  yaitu
pengawasan yang berasal  dari  diri  sendiri  dan bersumber dari
keimanan kepada Allah SWT (tauhid). 
Secara filosofis, fungsi pengawasan dalam islam muncul dari
pemahaman manusia  akan  tanggung jawab individu,  amanah,
dan  keadilan.  Pengawasan  internal  yang  dilakukan  oleh  Allah
dijelaskan dalam Al – Qur’an surat Al  – Mujadilah ayat 7 yang
berbunyi:
نن ممم  نن ونممكن يي  ا ممي  ضم رن لا ي ممفم  ا مي وي  تم اوي ا مي سس لا ي فم  ا مي  من لي عن يي  هي لس لا نس أي  ري تي  من لي أي
وني هن  لاإم  ةة سي من خي  لاوي  من هن عن بم اري  وني هن  لاإم  ةة ثي لاثي  ى وني جن ني
  مس ثن  اوننن ا كي  ا مي  ني ين أي  من هن عي مي  وني هن  لاإم  ري ثي كن أي  لاوي  كي لم ذي  نن مم  ى ني دن أي  لاوي  من هن سن دم ا سي
هي لس لا نس إم  ةم مي ا يي قم لن ا مي ونن يي  اونلن مم عي  ا مي بم  من هن ئن بب ني ين
 ءة ي ن ممشي  لم ممكن بم
) مم يلم عي٧(  
Tidaklah  kamu  perhatikan,  bahwa  sesunggunya  Allah
mengetahui  apa  yang  ada  di  langit  dan  di  bumi?  Tiada
pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah
keempatnya.  Dan tiada  (pembicaraan antara)  lima orang,
melainkan  Dia-lah  keenamnya.  Dan  tiada  (pula)
pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih
banyak, melainkan Dia berada dimanapun mereka berada.
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Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada
hari kiamat apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah
maha mengetahui segala sesuatu.
Kedua,  pengawasan  eksternal  yaitu  pengawasan
pengawasan  yang dilakukan  dari  luar  diri  manusia  dan  terdiri
atas  mekanisme  pengawasan  dari  pemimpin  yang  berkaitan
dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan. Dalam hal
ini,  kesesuaian  antara  penyelesaian  tugas  dan  perencanaan
tugas  terkait  dengan  anggaran.  Pengawasan  eksternal  dalam
penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.
Seorang manusia  yang yakin bahwa dalam melaksanakan
tugas pasti akan diawasi oleh Allah SWT, maka ia akan bertindak
hati  –  hati  dalam  kehidupannya.  Keyakinan  tersebut  akan
menumbuhkan komitmen terkait dengan pengelolaan anggaran.
Dengan demikian, perilaku penyelewengan dalam anggaran akan
dihindari.
Dalam  pandangan  islam  segala  sesuatu  harus  dilakukan
secara  terencana  dan  teratur.  Tidak  terkecuali  dengan  proses
pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD. dalam
pengawasan  keuangan  daerah,  DPRD  diharapkan  mampu
menjalankan  tugas  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  prosedur
yang ada sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan
dengan  baik  dan  tidak  terjadi  penyelewengan  terhadap
anggaran.
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Dalam Al – Qur’an Surat Al Maidah ayat 8 dijelaskan  
      من كن نس مي رم جن يي  لاوي  طم سن قم لن ا بم  ءي ادي هي شن  هم لس لم  ني يمم اونس قي  اوننن ونكن  اوننن مي آ ني يذم لس ا ا هي يي أي  ا يي
بن ري قن أي  وني هن  اونلن دم عن ا اونلن دم عن تي  لاأي  ى لي عي  مة ونن قي  نن آنني شي  
                                                            (اونقن تس اوي  ى وني قن تس للم
) ني ونلن مي عن تي  ا مي بم  رم يبم خي  هي لس لا نس إم  هي لس لا٨
Hai orang – orang yang beriman, tegakkan kebenaran dalam
menjadi  saksi  yang  adil  karena  Allah.  Janganlah
kebencianmu kepada suatu kelompok mendorongmu untuk
berlaku  tidak  adil.  Berlakulah  adil.  Karena  (adil)  itu  lebih
dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah,
karena Allah sangat mengetahui segala yang kamu lakukan.
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT telah menyeru
kita  untuk  berbuat  adil.  Allah  menyerukan  kepada  kita  untuk
menjadi  orang  –  orang  yang  bersungguh  –  sungguh  dalam
melaksanakan tugas – tugas yang telah diperintahkan untuk kita,
dengan  menegakkan  kebenaran  karena  Allah  selalu  menjadi
saksi dan selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Begitu juga
dalam  hal  pengawasan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  DPRD,
diharapkan  dapat  dilakukan  dengan  adil  dan  sesuai  dengan
prosedur yang telah ditetapkan.
2.5 Pemahaman Regulasi
Menurut kartikasari (2012), pemahaman regulasi merupakan
pemahaman anggota DPRD mengenai peraturan, kebijakan, dan
prosedur  tentang  keuangan  daerah.  Peraturan,  kebijakan,  dan
prosedur tersebut tertuang dalam Undang – Undang, Peraturan
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Pemerintah,  Keputusan  Presiden,  Peraturan  Daerah,  dan  lain
sebagainya. Regulasi dijadikan sebagai pedoman anggota DPRD
dalam melakukan pengawasan keuangan daerah agar berjalan
secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD
diharuskan  mempunyai  pengetahuan  regulasi  agar  dapat
memastikan  keuangan  daerah  sudah  berjalan  sesuai  dengan
tujuan yang telah ditetapkan. 
Peraturan  menjelaskan  tindakan  apa  saja  yang  boleh
dilakukan  atau  tidak.  Prosedur  mengindikasikan  serangkaian
strategi  untuk  mencapai  tujuan.  Sedangkan  kebijakan
merupakan  pernyataan  umum  sebagai  pedoman  dalam
mengambil  keputusan (Badei  dan Zammuto,  1991).  Peraturan,
prosedur,  dan  kebijakan  ini  berfungsi  sebagai  pedoman untuk
memastikan  bahwa  pelaksanaan  APBD  telah  sesuai  dengan
tujuan dan peraturan perundang – undangan yang ditetapkan.
Jumlah peraturan, prosedur, dan kebijakan yang berlebihan
dapat  berpengaruh  terhadap  disfungsionalisasi  individu  dan
organisasi,  serta  membunuh  inisiatif  individu,  mengeliminasi
perilaku  risk-taking,  mengurangi  kepuasan  kerja  serta  memicu
sinisme  dan  persaingan  (Witono  dan  Baswir,  2003).  Fakta
menunjukkan  bahwa  salah  satu  fungsi  anggota  DPRD  adalah
membuat dan melaksanakan peraturan dan kebijakan daerah itu
sendiri, sehingga posisi DPRD diartikan sebagai posisi politik. 
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Pemahaman anggota DPRD mengenaik peraturan, kebijkan,
dan Prosedur juga berkaitan dengan pemahaman anggota DPRD
mengenai undang – undang dan peraturan – peraturan mengenai
pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan
Keuangan  Daerah  Pasal  133  yang  menyatakan  bahwa
pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah  berpedoman  pada
ketentuan peraturanperundang – undangan yang berlaku.
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  anggota  DPRD  harus
mempunyai bekal pemahaman yang cukup mengenai peraturan,
kebijakan, dan prosedur dalam melaksanakan fungsi pengawasan
terhadap APBD. Anggota DPRD diharuskan mengetahui undang –
undang  atau  peraturan  apa  saja  yang  mengatur  mengenai
pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut.  Dengan  demikian,
anggota  DPRD  dapat  mengetahui  apakah  dalam  pelaksanaan
APBD  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang  –  undangan
yang telah ditetapkan.
Beberapa  peraturan,  kebijakan,  dan  prosedur  yang
digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman dewan dalam
pengawasan keuangan daerah terdiri dari:
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.
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2. Undang  –  Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintah Daerah.
3. Undang  –  Undang  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  Kepada  Pemerintah,
Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah
Kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dan  Informasi
Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  Kepada
Masyarakat.
5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2010  tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tentang Tata Tertib DPRD.
6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Thun  2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri  Dalam Negri  Nomor 23
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2.6 Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran
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Pengetahuan  anggota  DPRD  tentang  anggaran  dapat
diartikan  sebagai  pengetahuan  dewan  terhadap  mekanisme
penyusunan  anggaran  mulai  dari  tahap  perencanaan  sampai
pada  tahap  pertanggungjawaban  serta  pengetahuan  dewan
tentang  peraturan  perundangan  yang  mengatur  pengelolaan
keuangan daerah/APBD. Pengetahuan juga merupakan persepsi
responden  tentang  anggaran  (RAPBD/APBD)  dan  deteksi
terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran
(Winarna dan Murni, 2006). Menuriut Nur dan bambang (1999)
dalam  (Winarna  dan  Murni,  2007)  menyebutkan  bahwa
pengetahuan  pada  dasarnya  merupakan  hasil  dari  proses
melihat,  mendengar,  merasa  dan berpikir  yang menjadi  dasar
manusia dalam bersikap dan bertindak. 
Pengetahuan  anggota  dewan  tentang  anggaran  berkaitan
erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang
dimiliki  oleh  anggota  dewan.  Fungsi  penganggaran
menempatkan  anggota  DPRD  untuk  selalu  ikut  dalam  proses
anggaran bersama – sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan
DPRD  memberikan  kewenangan  dalam  pengawasan  kinerja
eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi yang demikian
anggota  DPRD  dituntut  memiliki  ketrampilan  dalam membaca
anggaran  serta  memiliki  kemampuan  terlibat  dalam  proses
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anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif
dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.
Pengetahuan  dewan  tentang  mekanisme  anggaran  ini
berasal  dari  kemampuan  anggota  dewan  yang  diperoleh  dari
latar  belakang  pendidikannya  ataupun  dari  pelatihan  dan
seminar  tentang  keuangan  daerah  yang  diikuti  oleh  anggota
dewan.  Pelatihan/seminar  mengenai  keuangan  daerah  yang
diikuti  oleh  anggota  dewan  akan  meningkatkan  pemahaman
anggota dewan bahwa proses alokasi anggaran bukan sekedar
proses administrasi, tetapi juga politik (Adisasmita, 2011).
Memastikan anggaran sesuai prioritas harus dilakukan oleh
DPRD  sejak  penyusunan  rencana  jangka  menengah  hingga
proses  penentuan  Kebijakan  Umum  APBD  (KUA)  dan  Prioritas
Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS).  Menurut  Peraturan
Pemerintah  nomor  58  Tahun  2005  tentang  Keuangan  daerah
Pasal 34 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah
menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) kepada
DPRD.  Rancangan  kebijakan  umumAPBD  (KUA)  tersebut
selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA).
Setelah  Kebijakan  Umum  APBD  (KUA)  telah  disepakati,
pemrintah  daerah  dan  DPRD  membahas  Prioritas  Plafon
Anggaran Sementara (PPAS). Pada tahap ini peran DPRD dalam
menjalankan  fungsi  pengawasan  harus  dioptimalkan.  Hal  ini
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dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas
alokasi  dana  dalam  anggaran  pemerintah  daerah  dengan
harapan agar tidak terjadi penyelwengan pada saat pelaksanaan
anggaran. 
Untuk mengahasilkan kinerja yang baik dalam pengawasan
keuangan daerah/APBD, anggota dewan harus membekali dirinya
dengan pengetahuan tentang anggaran secara keseluruhan serta
menambah  pengetahuan  tentang  mekanisme  pengawasan
terhadap pelaksanaan keuangan daerah/APBD.
Dalam  lingkup  pengawasan  terhadap  anggaran  maka
pengetahuan  yang  spesifik  tentang  anggaran  akan
mempengaruhi kinerja bagi pihak yang melakukan pengawasan,
yaitu tingkat efektivitas pengawasan dalam menjalankan fungsi
dan  wewenang  tersebut.  Pengetahuan  akan  memberikan
kontribusi  lebih  ketika  didukung  dengan  pendidikan  dan
pengalaman yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung
jawab masing – masing anggota dewan (Baswir, 2005).
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Kerangka pemikiran merupakan model  konseptual  tentang
bagaimana teori  hubungan dengan berbagai  faktor  yang telah
diidentifikasi  sebagai  masalah  yang  penting.  Terdapat  dua
variabel  independen  dalam  penelitian  ini  yaitu  Pemahaman
Regulasi  dan  Pengetahuan  Dewan  Tentang  Anggaran.  Satu
Variabel  dependen dalam penelitian  ini  yaitu  Penilaian  Kinerja
Anggaran Berbasis Value For Money. Berdasarkan landasan teori




2.9.1Pengaruh  Pemahaman  Regulasi terhadap  Penilaian
Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money
Pemahaman  regulasi  merupakan  pemahaman  anggota
DPRD  mengenai  peraturan,  prosedur,  dan  kebijakan  tentang
keuangan  daerah.  Peraturan  yang  tertera  pada  regulasi
pemerintah  dalam pengawasan  keuangan  daerah  menjelaskan
tindakan  apa  saja  yang  boleh  atau  tidak  dilakukan  oleh
pemerintah dalam mengindikasikan serangkaian strategi  untuk
mencapai tujuan (Banu dan Witono, 2003). Sedangkan kebijakan
merupakan  pernyatan  umum  sebagai  pedoman  dalam
pengambilan keputusan.
Semakin  baik  pemahaman  regulasi  anggota  DPRD  maka
akan  semakin  baik  pula  penilaian  kinerja  anggaran  berbasis
value  for  money yang  dilakukan  oleh  DPRD.  sehingga  dapat
dirumuskan  bahwa  pemahaman  regulasi  berpengaruh  positif
terhadap penilaian kinerja  anggaran berbasis  value for  money
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yang dilakukan oleh DPRD. menurut  penelitian yang dilakukan
oleh  Kartika  sari  (2012),  pemahaman  regulasi  berpengaruh
terhadap pengawasan keuangan daerah. 
Namun  hal  ini  tidak  sependapat  dengan  penelitian  yang
dilakukan oleh Indriani  dan Baswir (2003),  peraturan, prosedur
dan  kebijakan  (RPPs)  tidak  berpengaruh  terhadap  kapabilitas
anggota  DPRD  dalam  pengawasan  keuangan  daerah  (APBD).
Menurutnya semakin banyak peraturan, prosedur, dan kebijakan
yang ada, maka akan memberikan kecenderungan pada anggota
DPRD untuk lebih  banyak lagi  melanggar  peraturan,  prosedur,
dan kebijakan tersebut.
Tetapi pada hakekatnya, adanya regulasi tentang keuangan
daerah  ditujukan  untuk  membantu  anggota  DPRD  dalam
melaksanakan  peranannya  dalam  hal  ini  untuk  melakukan
pengawasan  keuangan  daerah.  Regulasi  ini  berfungsi  sebagai
pedoman  untuk  memastikan  apakah  pelaksanaan  keuangan
daerah telah sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang –
undangan  yang  telah  ditetapkan.  Dari  uraian  diatas  maka
hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H1     : Pemahaman Regulasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Penilaian Kinerja Anggaran Berbasis  Value For
Money
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2.9.2Pengaruh  Pengetahuan  Dewan  Tentang  Anggaran
Terhadap Penilaian Kinerja Anggaran Berbasis  Value
For Money
Pengetahuan  anggota  DPRD  tentang  anggaran  dapat
diartikan  sebagai  pengetahuan  dewan  terhadap  mekanisme
penyusunan  anggaran  mulai  dari  tahap  perencanaan  sampai
pada  tahap  pertanggungjawaban.  Pengetahuan  di  sini  juga
merupakan persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/APBD)
dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran
anggaran (Winarna dan Murni, 2006).
Pengetahuan tentang sesuatu merupakan dasar bagi siapa
saja  dalam melakukan  suatu  tindakan  atau  bersikap  terhadap
sesuatu  tersebut.  Pengalaman  dan  pengetahuan  yang  tinggi
akan  sangat  membantu  seseorang  dalam  memecahkan
persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota
DPRD sebagai wakil rakyat.
Semakin  luas  pengetahuan  anggota  dewan  tentang
anggaran  maka  semakin  baik  penilaian  kinerja  anggaran
berbasis  value for money yang dilakukan oleh DPRD. Sehingga
dapat dirumuskan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang
anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  penilaian  kinerja
anggaran berbasis value for money. 
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Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wiyana  (2011),
variabel  pengaetahuan  dewan  tentang  anggaran  berpengaruh
terhadap  pengawasan  keuangan  daerah  (APBD).  Hal  ini  juga
sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan
Murni (2007) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dewan
tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan
daerah.
Anggota  DPRD akan  mampu menggunakan  hak  –  haknya
secara  tepat,  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  secara
efektif serta menempatkan kedududkannya secara proporsional
jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam
hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah dan kebijakan
publik (Yudoyono, 2000). 
Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota
Dewan  dapat  mendeteksi  adanya  pemborosan  dan  kebocoran
anggaran.  Pengetahuan  DPRD  tentang  anggaran  dapat
meningkatkan  penilaian  kinerja  anggaran  berbasis  value  for
money.  Dari  uraian diatas maka hipotesis  dalam penelitian ini
adalah :
H2      :  Pengetahuan  anggota  DPRD  tentang  anggaran
berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penilaian




3.1 Waktu Dan Wilayah Penelitian
Waktu  yang  direncanakan dalam  penelitian  ini  yaitu  dari
penyusunan proposal penelitian sampai terlaksananya penelitian,
yakni  pada  bulan  Januari  2015  sampai  selesai.  Penelitian  ini
dilaksanakan  di  DPRD  Kabupaten  Boyolali  yang  beralamat
Komplek  Perkantoran Terpadu Kabupaten  Boyolali  Jln.  Merdeka
Utara, Telp. & Faks (0276) 321322 Kemiri Mojosongo Boyolali. 
3.2 Jenis Penelitian. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut
Sugiyono  (2010:  12)  “metode  penelitian  kuantitatif  dapat
diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada
sifat positivisme, digunakan untuk meneliti  pada populasi atau
sampel  tertentu,  teknik  pengambilan  sampel  pada  umumnya
dilakukan  secara  random,  pengumpulan  data  menggunakan
instrumen penelitian, analisis bersifat kuantitatif/statistik dengan
tujuan untuk menguji hipotesis
Penelitian kuantitatif ini dilakukan terhadap DPRD Kabupaten
Boyolali dengan tujuan untuk memperoleh gambaran, penulisan
serta  laporan  pertanggungjawaban,  sekaligus  menganalisa
tingkat pengawasan keuangan daerah berupa penilaian kinerja
anggaran  berbasis  value  for  money yang  dipengaruhi  oleh
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pemahaman regulasi  dan Pengetahuan anggota DPRD tentang
anggaran. 
3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel
3.3.1Populasi
Menurut  Sugiyono  (2010:  117),  “Populasi  adalah  wilayah
generalisasi  yang  terdiri  atas  obyek  atau  subyek  yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  anggota  DPRD  Kabupaten
Boyolali yang berjumlah 45 orang.
3.3.2Sampel
Menurut  Suharsimi  Arikunto  “sampel  adalah  bagian  dari
populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili
seluruh populasi”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah seluruh anggota DPRD kabupaten Boyolali periode 2014 –
2019  yang  berjumlah  45  orang.  Pertimbangan  pengambilan
sampel  ini  dikarenakan seluruh anggota komisi  DPRD tersebut
mempunyai peran dalam pengawasan keuangan daerah.
3.3.3Teknik Pengambilan Sampel
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Dalam  penelitian  ini  metode  pengambilan  sampel  yang
digunakan  adalah  metode  pemilihan  sampel  nonprobabilitas
(non-probability  sampling  methods)  yaitu  pemilihan  sampel
secara  tidak  acak.  Dalam  metode  ini  peneliti  menggunakan
teknik  sampel  jenuh  dengan  menggunakan  semua  anggota
populasi sebagai sampel. (Sugiyono, 2010).
3.4 Data dan Sumber Data
3.4.1Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data antara
lain :
1. Data primer
Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh
secara  langsung  dari  sumber  asalanya  (tidak  melalui  media
perantara).  Data  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
yaitu kuesioner yang diberikan langsung kepada responden yang
berisi tentang pengaruh  pemahaman regulasi dan pengetahuan
anggota  DPRD  tentang  anggaran  terhadap  pengawasan




Data sekunder merupakan suatu data yang didapat secara
tidak  langsung  dari  objek  penelitian.  Data  sekunder  dalam
penelitian  ini  digunakan  untuk  menyusun  rumusan  masalah,
hipotesis, tinjauan pustaka, serta penggunaan alat analisis dan
pengumpulan  datanya  melalui  studi  kepustakaan  yang
bersumber dari buku, jurnal ilmiah, serta publikasi hasil – hasil
penelitian.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Menurut  Sugiyono  (2010:  224)  teknik  pengumpulan  data
merupakan  langkah  yang  paling  strategis  dalam  penelitian,
karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
1. Angket/kuesioner
Angket  atau  kuesioner  adalah   pernyataan  tertulis  yang
digunakan  untuk  memperoleh  informasi  dari  responden dalam
arti  laporan  tentang  pribadi  atau  hal  –  hal  yang  ia  ketahui
(Arikunto,  2006:  151).  Kuesioner  yang  dilakukan  dengan
menyebarkan  pertanyaan  kepada  para  anggota  DPRD  yang
berkaitan  dengan  pemahaman  regulasi,  pengetahuan  anggota
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DPRD tentang anggaran, dan penilaian kinerja anggaran berbasis
value for money. Kuesioner tersebut dibuat dalam bentuk pilihan
ganda dengan lima butir opsi jawaban untuk setiap pertanyaan.
Skala  pengukuran  yang  digunakan  adalah  skala  pengukuran
Likert  dimana  skor  5  merupakan  nilai  tertinggi  dan  skor  1
merupakan nilai terendah.
2. Studi pustaka
Menurut  Ratna  dalam  Prastowo  (2012:  80)  studi  pustaka
adalah  bahan  –  bahan  bacaan  yang  secara  khusus  berkaitan
dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Studi pustaka dalam
penelitian  ini  merujuk  pada  buku  –  buku  dan  jurnal   yang
berkaitan  dengan  Pengaruh  Pemahaman  Regulasi dan
Pengetahuan  Anggota  DPRD  tentang  Anggaran  terhadap
Penilaian Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money.
3. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu
(Sugiyono,  2010:  240).  Dokumentasi  dilakukan  melalui
pengumpulan  data  dan  dokumen  di  kantor  DPRD  Kabupaten
Boyolali.  Melalui dokumentasi, peneliti  dapat mengenal budaya
dan nilai yang dianut oleh objek penelitian.
3.6 Variabel Penelitian
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Variabel  penelitian adalah segala  sesuatu  yang berbentuk
apa  saja  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  mempelajari
sehingga  diperoleh  informasi  tentang  hal  tersebut,  kemudian
ditarik  kesimpulan  (Sugiyono,  2010:  38).  Penelitian  ini
menggunakan dua macam variabel yakni variabel dependen dan
variabel independem.
3.6.1Variabel Terikat (Dependen)
Menurut  Sugiyono  (2010)  variabel  terikat  (dependen)
merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat
karena  adanya  variabel  bebas  (independen).  Adapun  variabel
dependen dalam penelitian ini adalah Penilaian Kinerja Anggaran
Berbasis Value For Money.
3.6.2Variabel Bebas (Independen)
Variabel  independen  adalah  variabel  yang  mempengaruhi
suatu  yang  menjadi  sebab  perubahannya  atau  timbulnya
variabel  dependen.  Variabel  independen  dalam  penelitian  ini
adalah  Pemahaman  regulasi dan  Pengetahuan  Anggota  DPRD
Tentang Anggaran. 
3.7 Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang
diberikan  kepada  suatu  variabel  atau  konstrak  dengan  cara
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memberikan  arti,  atau  menspesifikasikan  kegiatan,  ataupun
memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur
konstrak atau variabel tersebut (Moh. Nazir, 2003: 126). Definisi






















1. Pemahaman mengenai 
peraturan.
2. Pemahaman mengenai 
prosedur.





















1. Pengetahuan penyusunan 
anggaran.
2. Pelaksanaan anggaran.
3. Mendeteksi adanya 
pemborosan atau 


















2. Pengelolaan anggaran 
secara efisien
3. Pengelolaan anggaran 
secara efektif
3.8 Instrumen Penelitian
Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
kuesioner. Kuesioner merupakan merupakan teknik pengumpulan
data  dengan  cara  memberikan  pernyatan  tertulis  kepada
responden untuk  dijawab.  Kuesioner  dapat  berupa  pertanyaan
atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada
responden  secara  langsung  atau  dikirim  melalui  pos,  atau
internet (Sugiyono, 2010: 199).
Dalam  penelitian  ini  variabel  pemahaman  regulasi,
pengetahuan  dewan  tentang  anggaran,  dan  penilaian  kinerja
anggaran berbasis value for money diukur dengan menggunakan
skala  likert.  Menurut  Anshori  dan  Iswati  (2009),  skala  likert
digunakan  untuk  mengukur  sikap,  pendapat  dan  persepsi
seseorang  atau  sekelompok  orang  tentang  fenomena
sosial.Pengukuran variabel dengan menggunakan skala 1 sampai
5 :
Skala 1 : sangat tidak setuju Skala 4 : setuju
Skala 2  : tidak setuju Skala 5 : sangat setuju
Skala 3 : netral
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Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  perlu  dianalisis
lebih  lanjut  agar  dapat  ditarik  kesimpulan  yang  tepat,  maka
keabsahan dan keandalan data dalam penelitian ini harus diuji
validitas dan reliabilitas.
3.9 Teknik Analisis Data
3.9.1Statistik Deskriptif
Statistik  Deskriptif  adalah  proses  transformasi  data
penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan
diinterprestasikan.  Tabulasi  menyajikan  ringkasan,  pengaturan,
dan penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik.
Statistik  deskriptif  umumnya  digunakan  oleh  peneliti  untuk
memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian
yang utama dan data demografi responden (jika ada) (Indriantoro
dan Supomo, 2002: 170).
Statistik  deskriptif  bertujuan untuk memberikan gambaran
atau deskripsi dari data yang dianalisis meliputi nilai minimum,
nilai maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi, kurtosis dan
skewness (kemencengan distribusi) (Latan dan Temalagi, 2013:
27).
3.9.2Uji Kualitas Data
1. Uji Validitas 
Uji validitas bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu alat
ukur diyakini dapat benar – benar digunakan sebagai alat untuk
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mengukur  item  –  item  pertanyaan  atau  pernyataan  pada
kuesioner dalam penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika
pertanyaan  atau  pernyataan  pada  kuesioner  mampu
mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut
(Sunyoto, 2010: 89).
Teknik  ini  dilakukan  dengan  membandingkan  r  hitung
dengan  r  tabel.  Apabila  r  hitung  >  r  tabel,  maka  butir/item
pertanyaan  atau  indikator  variabel  yang  digunakan  pada
penelitian ini dianggap valid atau sah. Apabila r hitung < r tabel,
maka dapat dikatakan item kuesioner tidak valid.
2. Uji Reliabilitas 
Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan  indikator  dari  suatu  variabel  atau  konstruk.  Suatu
kuesioner  dikatakan  reliabel  atau  handal  apabila  jawaban
seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari
waktu ke waktu (Sunyoto, 2010: 84).
Menurut Sunyoto (2010: 84),  suatu konstruk atau variabel
dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.
Sedangkan  untuk  memudahkan  perhitungan  reliabilitas  ini,
digunakan alat  bantu komputer dengan program IBM SPSS 20
(Statistical Package For Social Science) For Windows. 
3.9.3Uji Asumsi Klasik 
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Sebelum  dilakukan  pengujian  hipotesis  dengan
menggunakan analisis regresi maka diperlukan pengujian asumsi
klasik. Uji  asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi ada atau
tidaknya penyimpangan asumsi  klasik  atau persamaan regresi
berganda  yang  digunakan.  Pengujian  asumsi  yang  harus
dipenuhi agar persamaan regresi dapat digunakan dengan baik
adalah sebagai berikut :
1. Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai
distribusi  normal  atau  tidak.  Pengujian  ini  dilakukan  untuk
masing  –  masing  variabel.  Ada  dua  cara  untuk  mengetahui
apakah  residual  data  berdistribusi  normal  atau  tidak  yaitu
dengan melihat grafik  normal probability plot atau uji  statistik
One Sample Kolmogrov Smirnov Test.
Apabila pada grafik  normal probability plot tampak bahwa
titik-titik menyebar berhimpit disekitar garis diagonal dan searah
mengikuti garis diagonal maka hal ini dapat disimpulkan bahwa
residual  data  memiliki  distribusi  normal  atau  data  memenuhi
asumsi  klasik  normalitas.  Lebih  lanjut  pada  uji  statistik  One
Sample  Kolmogrov  Smirnov  Test,  jika  didapat  nilai  signifikansi
lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi
normal secara multivariate. (Latan dan Temalagi, 2013: 56).
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2. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam
model  regresi  ditemukan adanya korelasi  antar  variabel  bebas
(Ghozali, 2005: 105). Uji  jenis  ini  hanya  diperuntukkan  untuk
penelitian  yang  memiliki  variabel  independen  lebih  dari  satu.
Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  kolerasi
diantara  variabel  independen.  Multikolinearitas  dapat  dilihat
dengan menganalisis nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika VIF
< 10  dan nilai  tolerance > 0,1  maka dapat  dikatakan  bahwa
model regresi tidak terdapat gangguan multikolinearitas (Ghozali,
2005: 91).
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang
baik  adalah  yang  homokedastisitas  atau  tidak  terjadi
heteroskedastisitas. Jika varians dari  residual  satu pengamatan
ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan
jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).
Ada  beberapa  cara  untuk  mendeteksi  problem
heteroskedastisitas pada model regresi antara lain :
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a. Melihat  grafik scatterplot,yaitu plot-ing titik-titik  menyebar
secara acak dan tidak berkumpul pada satu temapat maka
dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  problem
heteroskedastisitas.
b. Melakukan uji statistik glejser yaitu dengan mentransformasi
nilai  residual  menjadi  absolut  residual  dan  meregresnya
dengan  variabel  independen  dalam  model  (Gujarati  dan
Porter, 2010). Jika diperoleh nilai signifikansi untuk variabel
independen > 0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa tidak
terdapat problem heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi
Autokerelasi  adalah  suatu  korelasi  antara  nilai  variabel
dengan  nilai  variabel  yang  sama  pada  lag  satu  atau  lebih
sebelumnya ( Suharjo, 2008: 93). Misalnya pada variabel bebas
X1 data ke I berorelasi dengan data ke i-1 atau i-2.
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu
pada  periode  t-1  (sebelumnya).  Salah  satu  cara  untuk  mendeteksi  ada  atau
tidaknya  autokorelasi  yaitu  dengan  melakukan  uji  Durbin-Watson  (DW  test)
(Ghozali, 2005: 110).
Ghozali  (2005:105)  menjelaskan  bahwa  untuk  mendeteksi
autokorelasi  dapat  dilakukan  dengan  uji  Durbin  Watson  (DW)
dengan ketentuan sebagai berikut:
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Tabel 3.2
Nilai Durbin – Watson
Jika Hipotesis 0 Keputusan
0 < d < DL tidak ada autokorelasi 
positif
ditolak




4-DL < D < 4 tidak ada autokorelasi 
negatif
ditolak
4-DU  <  D  <  4-
DL








1. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien  determinasi  (R2)  bertjuan  untuk  menunjukkan
seberapa  besar  kemampuan  variabel  independen  dalam
menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Nilai  koefisien
determinasi  adalah antara 0 dan 1.  Nilai  R2 yang kecil  berarti
kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam  menjelaskan
variasi variabel dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar
menggunakan R-squares  adalah  bias  terhadap jumlah variabel
independen yang dimasukkan ke dalam model.
Dianjurkan  untuk  menggunakan  nilai  adjusted  R-Squares
dalam mengevaluasi model regresi, dimana nilainya dapat naik
atau  turun  apabila  satu  variabel  independen  ditambahkan
kedalam model. Pada beberapa contoh kasus, nilai  adjusted R-
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Squares dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus
bernilai positif. Menurut Gujarati dan Poter (2010) jika dalam uji
regresi  didapat  nilai  Adjusted  R-Squares  negatif,  maka  nilai
tersebut dianggap nol (Latan dan Temalagi, 2013: 80).
2. Uji F 
Uji  F  bertujuan untuk  mengetahui  apakah semua variabel
independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai
pengaruh simultan (bersama-sama) terhadap  variabel dependen
ataukah tidak. Cara untuk menguji yaitu jika nilai yang dihasilkan
uji F probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua
variabel  independen  secara  simultan  berpengaruh  signifikan
terhadap variabel dependen. Cara lain yaitu membandingkan F
hitung dengan  F  tabel.  Jika  F  hitung >  F  tabel,  maka  dapat
disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Latan dan
Temalagi, 2013: 81).
3.9.5Analisis Regresi Linear Berganda
Pengujian  hipotesis  merupakan  pembuatan  keputusan
melalui proses inferensi yang memerlukan akurasi peneliti dalam
melakukan  estimasi  (Indriantoro  dan  Supomo,  2002:191).  Uji
hipotesis  penelitian  ini  menggunakan  model  Analisis  Regresi
Berganda  (multiple  linear  regression  method)  bertujuan  untuk
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memprediksi  berapa  besar  kekuatan  pengaruh  lebih  dari  satu
variabel  independen  terhadap  variabel  dependen,  yaitu
pengaruh  prinsip  value  for  money  dan  pengetahuan  dewan
tentang  anggaran  terhadap  pengawasan  keuangan  daerah
(APBD).
Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ε
Keterangan :
Y = Penilaian Kinerja Anggaran Berbasis Value For 
Money
β0 = Intercept
β1, β2, β3 = Koefisien Regresi
X1 = Pemahaman Regulasi
X2 = Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran
E = Error
Hasil  dari  analisis  regresi  adalah  berupa  koefisien
signifikansi  untuk  masing-masing  variabel  independen  yang
menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis alternatif.
Perhitungan  statistik  disebut  signifikan  apabila  nilai  uji
statistiknya  berada  dalam  daerah  kritis  (daerah  dimana  Ha
diterima).  Sebaliknya  disebut  tidak  signifikan  bila  nilai  uji
statistiknya berada dalam daerah dimana Ha ditolak.
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Tingkat  signifikansi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah sebesar 0,05 karena dinilai cukup ketat untuk mewakili
hubungan antara variabel-variabel yang diuji atau menunjukkan
hubungan  bahwa  korelasi  antar  kedua  variabel  cukup  nyata.
Disamping itu tingkat signifikansi 0,05 sering digunakan dalam
penelitian-penelitian ilmu sosial.
Menurut  Gujarati  dan  Poter  (2010)  sebelum  melakukan
analisis regresi, terlebih dahulu harus memenuhi semua asumsi
OLS  (Ordinary  Least  Squares/  Pangkat  kuadrat  terkecil  biasa)
regresi atau sering disebut juga asumsi klasik agar estimasi OLS
menjadi linear terbaik tanpa bias atau disebut BLUE (Best Linear
Unbiased Estimates).  (Latan dan Temalagi,  2013: 80). Ada tiga
komponen yang perlu diperhatikan dalam analisis regresi yaitu
koefisien  determinan  (R-Squares),  signifikansi  uji  F  dan
signifikansi uji t.
3.9.6Uji t
Uji t bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh
satu variabel independen terhadap variabel dependen. Cara lain
untuk menguji yaitu jika nilai yang dihasilkan uji t probabilitas <
0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  parsial  variabel
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Cara lain yaitu membandingkan thitung dengan ttabel. Jika thitung > ttabel
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maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  parsial  variabel
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
(Latan dan Temalagi, 2013: 81).
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Penelitian
Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Boyolali,  yang
beralamat  Kompleks  Perkantoran Terpadu Jalan Merdeka Timur
Boyolali  Telp. 0276321322. Kabupaten Boyolali  mempunyai visi
yaitu terwujudnya masyarakat boyolali yang sejahtera lahir batin,
mandiri,  dan berdaya saning berbasis pada pertanian, industri,
dan  pariwisata.  Sedangkan  visi  dari  DPRD Kabupaten  Boyolali
yaitu  DPRD  Kabupaten  Boyolali  yang  aspiratif,  profesional,
akuntable, dan bermartabat. Misi dari DPRD Kabupaten Boyolali
adalah:
1. Mewujudkan  Legislasi  Daerah  yang maju  dan  menyeluruh
dalam melindungi kepentingan dan aspirasi masyarakat.
2. Mewujudkan anggaran daerah yang tertib dan efisien serta
berpihak  pada  upaya  peningkatan  kesejahteraan
masyarakat.
3. Mewujudkan  pengawasan  yang  efektif  dalam
menyelenggarakan  pemerintahan,  pembangunan  dan
pelayanan publik.
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4. Mewujudkan kepedulian terhadap aspirasi dan kepentingan
masyarakat dalam setiiap pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. Mewujudkan kelembagaan DPRD yang bermoral, berwibawa,
demokratis,  taat  hukum,  dan  harmonis  terhadap  seluruh
pemangku kepentingan pembangunan.








DPRD Kabupaten Boyolali  memiliki alat kelengkapan DPRD
komisi yang terdiri dari:
1. Komisi I membidangi pemerintahan
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2. Komisi II membidangi ekonomi dan pembangunan
3. Komisis III membidangi pembangunan
4. Komisi IV membidangi bidang sosial
Selain  itu,  DPRD  Kabupaten  Boyolali  memiliki  alat
kelengkapan lainyya yaitu:
1. Badan Musyawarah
2. Badan Pembentukan Peraturan Daerah
3. Badan anggaran
4. Badan Kehormatan
5. Alat  kelengkapan  lain  yang  diperlukan  dan  dibentuk  oleh
rapat Paripurna (Panitia Khusus)
Adapun anggota DPRD Kabupaten Boyolali masa jabatan 2014 –
2019 sebanyak 45 anggota yang terdiri dari:
1. Dua Puluh Lima (25) anggota dari PDI-P
2. Enam (6) anggota dari Golkar
3. Empat (4) anggota dari Pks
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4. Empat (4) anggota dari Gerindra
5. Tiga (3) anggota dari PAN
6. Dua (2) anggota dari PKB
7. Satu (1) anggota dari Demokrat
Di dalam DPRD Kabupaten Boyolali terdapat organisasi yang
membantu DPRD dalam tugasnya yaitu Sekretariat DPRD. sesuai
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Boyolali  Nomor  16  Tahun  2011,
sekretariat DPRD merupakan sekretariat DPRD merupakan unsur
pelayanan terhadap DPRD. tugas pokok sekretariat DPRD adalah
menyelenggarakan  administrasi  kesekretariatan,  administrasi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan
menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Susunan organisasi sekretariat DPRD terdiri atas:
1. Sekretariat DPRD
2. Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang – undangan,
terdiri dari:
a. Subbagian rapat dan risalah
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b. Subbagian perundang – undangan
c. Subbagian  hubungan  masyarakat,  protokol,
perpustakaan, dan dokumentasi
3. Bagian Umum, terdiri dari:
a. Subbagian tata usaha
b. Subbagian rumah tangga
4. Bagian keuangan, terdiri dari:
a. Subbagian perencanaan dan pelaporan
b. Subbagian perbendaharaan
c. Subbagian pembukuan dan verifikasi
5. Kelompok Jabatan Fungsional
4.2 Pengujian Dan Hasil Analisis Data
4.2.1 Deskripsi Responden
Pada DPRD Kabupaten Boyolali terdiri dari 45 anggota DPRD
yang dipilih oleh rakyat. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil
sampel dengan teknik sampel jenuh dikarenakan semua anggota
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DPRD ikut  mengawasi  keuangan daerah (APBD),  maka peneliti
mengirim  kuesioner  secara  langsung  ke  DPRD  Kabupaten
Boyolali sebanyak 45 kuesioner. Dari kuesioner yang telah dikirim
ke kantor DPRD Kabupaten Boyolali, jumlah kuesioner yang telah
kembali sebanyak 45. Dan kuesioner yang dapat diolah sebanyak
45. 
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan  data  primer  yang  diolah,  maka  hasil
persebaran  responden  berdasarkan  jenis  kelamin  dalam
penelitian ini adalah :
Tabel 4.1
Responden berdasarkan Jenis Kelamin




1 Laki-laki 40 88,9
2 Perempuan 5 11,1
Total 45 100
Sumber: Data diolah, 2016
Berdasarkan tabel  4.1 di  atas dapat  diketahui  bahwa dari
penelitian  terhadap  45  responden  menunjukkan  penggolongan
berdasarkan jenis kelamin, jumlah anggota DPRD laki-laki lebih
banyak dengan persentase sebesar 88,9% atau 40 orang dari
total  responden,  sedangkan  untuk  anggota  DPRD  perempuan
persentasenya sebesar 11,1% atau 5 orang dari total responden.
Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah perempuan yang
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memiliki kualitas dan kualifikasi mumpuni di bidang politik, dan
rasa kurang percaya diri untuk bersaing dengan laki – laki.
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Berdasarkan  data  primer  yang  telah  diolah,  maka  hasil
persebaran  responden  berdasarkan  pendidikan  terakhir  dalam
penelitian ini adalah :
Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
No Pendidikan Jumlah (orang) Persentase
(%)
1. SMA/SMK 19 42,2
2. DIPLOMA 3 6,7
3 S1 19 42,2
4. S2 4 8,9
Total 45 100
Sumber: Data diolah, 2016 
Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa dari 45
responden, sebagian besar anggota DPRD berpendidikan terakhir
SMA/SMK dan S1 dengan jumlah persentase 42,2% , selanjutnya
adalah S2 dengan persentase sebesar 8,9%, kemudian DIPLOMA
dengan persentase 6,7%. Sebagian anggota DPRD di Kabupaten
Boyolali  adalah  sarjana.  Hal  ini  disebabkan  karena  tingkat
pendidikan  merupakan  salah  satu  aspek  penting  untuk
mendukung para anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawab. Walaupun dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 syarat
pendidikan  caleg DPRD minimal SMA atau sederajat.
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4.2.2 Uji Kualitas data
1. Uji Validitas
Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-
tingkat  kevalidan  suatu  instrumen  atau  digunakan  untuk
mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu  kuisioner.  Berikut  ini




No item R hitung R tabel Keterangan 
Item 1 0,644 0,2940 Valid
Item 2 0,607 0,2940 Valid
Item 3 0,507 0,2940 Valid
Item 4 0,781 0,2940 Valid
Item 5 0,401 0,2940 Valid
Item 6 0,726 0,2940 Valid
Item 1,000 0,2940 Valid
Sumber : Data diolah, 2016
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  untuk  pemahaman regulasi
diperoleh hasil dari 6 item pernyataan dinyatakan valid, karena r
hitung lebih besar dari r tabel. Dengan demikian item pernyataan
dalam variabel pemahaman terhadap penilaian kinerja berbasis
value  for  money layak  dipergunakan  sebagai  instrumen
penelitian.
Tabel 4.4
  Hasil Uji Validitas
Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran
No item R hitung R tabel Keterangan 
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Item 1 0,684 0,2940 Valid
Item 2 0,793 0,2940 Valid
Item 3 0,940 0,2940 Valid
Item 4 0,487 0,2940 Valid
Item 5 0,949 0,2940 Valid
Item 6 0,940 0,2940 Valid
Item 1,000 0,2940 Valid
Sumber : Data diolah, 2016
Berdasarkan hasil uji  validitas untuk pengetahuan anggota
DPRD tentang anggaran diperoleh hasil dari 6 item pernyataan
dinyatakan valid, karena r hitung lebih besar dari r tabel. Dengan
demikian item pernyataan dalam variabel pengetahuan anggota
DPRD  tentang  anggaran  terhadap  penilaian  kinerja  anggaran




Penilaian Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money
No item R hitung R tabel Keterangan 
Item 1 0,482 0,2940 Valid
Item 2 0,522 0,2940 Valid
Item 3 0,404 0,2940 Valid
Item 4 0,540 0,2940 Valid
Item 5 0,350 0,2940 Valid
Item 6 0,302 0,2940 Valid
Item 1,000 0,2940 Valid
Sumber : Data diolah, 2016
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  untuk  penilaian  kinerja
anggaran berbasis  value for money diperoleh hasil  dari 6 item
pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung lebih besar dari r
tabel.  Dengan  demikian  item  pernyataan  dalam  variabel
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penilaian  kinerja  anggaran  berbasis  value  for  money layak
dipergunakan sebagai instrumen penelitian.
2. Uji Reliabilitas
Untuk  melakukan  uji  reabilitas  dilakukan  dengan  cara
mencari  angka  reabilitas  dari  butir-butir  pernyataan  dalam
kuisioner dengan menggunakan rumuas standardized item alpha.
Setelah diperoleh α, selanjutnya membandingkan nilai tersebut
dengan angka kritis reabilitas pada tabel α, di dalam kuisioner
jumlah  butir  pernyataan  18  pernyataan,  sehingga  nilai  kritis
reliabilitas dapat ditentukan sebesar 0,60 (Sunyoto, 2010: 84).
Tabel 4.6
Uji Reliabilitas
Sumber : Data diolah, 2016
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua nilai α lebih























18 item pernyataan dapat dipercaya dan layak digunakan untuk
penelitian selanjutnya.
4.2.3 Uji Asumsi Klasik
Setelah memperoleh model, maka langkah selanjutnya yang
dilakukan  adalah  menguji  apakah  model  yang  dikembangkan
bersifat BLUE (Best Linier Unbised Estimator). Asumsi BLUE yang
harus  dipenuhi  antara  lain:  adanya  kenormalan,  tidak  ada
multikolinieritas,  homokedastisitas  atau  tidak  terjadi
heteroskedastisitas.  Pengujian  asumsi  klasik  dilakukan  pada
model regresi linier berganda yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Uji Normalitas Data
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model
regresi,  variabel  penganggu,  dan  residual  memiliki  distribusi
normal atau tidak. Regresi yang baik adalah berdistribusi normal
atau mendekati normal. Untuk uji normalitas data digunakan Uji
Kolmogorov-Smirnov (prosedur Explorer pada menu utama SPSS)
dan melihat normal probability plot melalui tampilan output SPSS
















Asymp. Sig. (2-tailed) ,739
Sumber: Data diolah, 2017
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus
kolmogorov smirnov test untuk Unstandardized Residual sebesar
0,683  dengan  alpha 5%  perbandingan  antara  alpha dengan
standar signifikansi yang sudah ditentukan diketahui bahwa nilai
sig >  alpha maka artinya distribusi residual normal.  Dan disini
terbukti jika Asymp Sig Sebesar 0,739 lebih besar dari alpha 5%





Sumber: Data diolah 2016
Hasil  pengujian  tersebut  menunjukkan  bahwa  titik-titik
berada tidak jauh dari garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model
regresi tersebut sudah berdistribusi normal.
2. Uji Multikolinieritas
Uji  ini  dimaksudkan  untuk  menguji  apakah  model  regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel  bebas (independen).
Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi
diantara  variabel  independen.  Uji  multikolinieritas  dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu nilai  tolerance dan lawannya
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Variance Inflation Factor (VIF). Jika VIF < 10 dan nilai tolerance >





















0,969 Tidak  ada
masalah
Multikolinearitas
Sumber : Data diolah, 2016
Hasil  pengujian menunjukkan bahwa nilai  VIF dari  semua
variabel independen memiliki nilai yang lebih kecil dari 10 dan
Tolerance memiliki nilai diatas 0,1. Hal ini berarti bahwa variabel-
variabel  penelitian  tidak  menunjukkan  adanya  gejala
multikolineritas dalam model regresi. Dengan demikian diketahui
bahwa data penelitian memenuhi asumsi bebas multikolinieritas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara yang
dapat digunakan untuk mendeteksi  adanya heteroskedastisitas
adalah dengan  melihat  grafik  scatterplot antara nilai  prediksi
variabel dependen dengan residualnya. Model regresi yang baik
adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
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Sumber: Data diolah, 2016
Dari gambar terlihat titik-titik menyebar secara acak serta
tersebar baik  diatas  maupun dibawah 0 dan sumbu Y,  hal  ini
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastsitas pada
model  regresi,  sehingga  model  regresi  layak  untuk  digunakan
dalam melakukan pengujian.
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Selain  itu,  untuk  uji  heteroskedastisitas  bisa  dilakukan
dengan uji  statistik  glejser yaitu jika diperoleh nilai  signifikansi
untuk  variabel  independen  >  0,05  maka  dapat  disimpulkan












Tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas
Sumber : Data diolah, 2016
Tabel  4.12  diatas  menunjukkan  semua  nilai  signifikansi
variabel Pemahaman Regulasi dan pengetahuan anggota DPRD
tentang anggaran lebih besar dari 0,05, sehingga ketiga variabel
tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 
4. Uji Autokorelasi
Uji  Autokorelasi  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model
regresi  linear  ada  korelasi  antara  kesalahan  penganggu  pada
periode  t  dengan  kesalahan  penganggu  pada  periode  t-1
(sebelumnya).  Salah  satu  cara  untuk  mendeteksi  ada  atau
tidaknya autokorelasi yaitu dengan melakukan Uji Durbin-Watson
(DW test) (Ghozali, 2011: 110).
Selain kriteria pengambilan keputusan menggunakan dL dan
dU pada tabel Durbin-Watson terhadap uji autokorelasi, terdapat
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pula  ukuran lain  dalam menentukan ada tidaknya autokorelasi
dengan  uji  Durbin-Watson (DW)  dengan  ketentuan
(Ghozali,2013:105) :
a. Tidak ada autokorelasi positif, jika 0 < d < DL
b. Tidak ada autokorelasi positif, jika DL < d < DU
c. Tidak ada autokorelasi negatif, jika 4-DL < D < 4
d. Tidak ada autokorelasi negatif, jika 4-DU < D < 4-DL





Model Change Statistics Durbin-
Watsondf1 df2 Sig. F
Change
1
2 42 ,003 1,831
Sumber: Data Primer Diolah 2016
Berdasarkan tabel  4.10 di  atas  hasil  dari  analisis  regresi
diperoleh nilai DW 1,831. Nilai dari DL sebesar 1,4298 dan nilai
DU 1,6148. Dari lima persyaratan tersebut, diketahui bahwa nilai
D (1,831) berada diantara DU (1,6148) dan 4-DU (=2,3852). Jal
ini berarti, tidak ada autokorelasi positif atau negatif.
4.2.4 Uji Ketepatan Model
1. Uji koefisien determinan (R2)
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Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa
jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel
dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai
R²  yang kecil  berarti  kemampuan variabel-variabel  independen
dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen  amat  terbatas.
Nilai  yang mendekati  satu berarti  variabel-variabel  independen
memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk






















df1 df2 Sig. F
Change
1 ,489a ,240 ,203 2,379 ,240 6,614 2 42 ,003 1,831
Sumber: Data diolah 2016
Hasil  perhitungan untuk nilai  R
2
 dengan bantuan SPSS
20,  dalam analisis  regresi  berganda  diperoleh  angka  Adjusted
R2  sebesar 0,203 hal  ini  berarti  menunjukkan bahwa 20,3%
variabel  penilaian  kinerja  anggaran  berbasis  value  for  money
71
oleh lembaga DPRD dapat dijelaskan oleh variabel independen
yaitu  pemahaman  regulasi  dan  pengetahuan  anggota  DPRD
tentang anggaran. Sedangkan 79,7 % dipengaruhi oleh variabel
lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Uji F 
Uji  F  pada  dasarnya  menunjukkan  semua  variabel
independen  yang  terdiri  dari  pemahaman  regulasi  dan
pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran yang dimasukan
dalam  model  mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama
terhadap  variabel  dependen  yaitu  penilaian  kinerja  anggaran










Regression 74,869 2 37,434 6,614 ,003b
Residual 237,709 42 5,660
Total 312,578 44
Sumber: Data diolah, 2016
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Berdasarkan  nilai  analisis  uji  F  diperoleh  nilai  F  hitung
sebesar 6,614 > 3,20 dengan probabilitas sebesar 0,003 < 0,05
maka Ha diterima, hal ini berarti bahwa pemahaman regulasi dan
pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran secara bersama-
sama  atau  simultan  berpengaruh  terhadap  penilaian  kinerja
anggaran berbasis value for money.
4.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui
pengaruh pemahaman regulasi dan pengetahuan anggota DPRD
tentang anggaran terhadap penilaian kinerja anggaran berbasis
value for money oleh lembaga DPRD Kabupaten Boyolali, adapun
berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 4.13






B Std. Error Beta
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1
(Constant) 8,288 4,562 1,817 ,325
Pemahaman
regulasi






,333 ,136 ,335 2,451 ,019
Sumber: Data diolah, 2016
Dari  tabel  diatas  merupakan hasil  pengujian  regresi  linier
berganda dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 8,288+ 0,323 X1 + 0,333 X2 + e
Berdasarkan  persamaan  regresi  diketahui  bahwa  nilai
koefisien  regresi  untuk  variabel  pemahaman  regulasi  dan
pengetahuan  anggota  DPRD  tentang  anggaran  terhadap
penilaian  kinerja  anggaran  berbasis  value  for  money,  dapat
diterangkan bahwa:
1. Nilai  konstan  (Y)  sebesar  8,288  berarti  jika  pemahaman
regulasi dan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran
adalah  0,  maka  peningkatan  penilaian  kinerja  anggaran
berbasis value for money akan tetap sebesar 8,288. 
2. Nilai  koefisien  X1  sebesar  0,323  artinya  apabila  terdapat
peningkatan variabel pemahaman regulasi sebesar 1 satuan
sementara  variabel  independen  lainnya  tetap,  maka
penilaian  kinerja  anggaran  berbasis  value  for  money (Y)
akan mengalami peningkatan sebesar 0,323. 
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3. Nilai  koefisien  X2  sebesar  0,333  artinya  apabila  terdapat
peningkatan variabel  pengetahuan anggota DPRD tentang
anggaran sebesar 1 satuan sementara variabel independen
lainnya  tetap,  maka  penilaian  kinerja  anggaran  berbasis










0,032 Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara pemahaman regulasi 
terhadap penilaian kinerja anggaran 




2,451 0,019 Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara pengetahuan anggota
DPRD tentang anggaran terhadap 
penilaian kinerja anggaran berbasis 
value for money.
Sumber: data primer diolah 2016
Berdasarkan tabel 4.14 diatas diketahui pada variabel  pemahaman regulasi
diperoleh nilai  thitung=  2,218 dan probabilitas sebesar  0,032, jika dibandingkan
dengan  ttabel (2,014)  maka  thitung> ttabel dan  ρvalue< 0,05.  Hal  ini  menunjukkan
bahwa H1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara
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pemahaman  regulasi terhadap  penilaian  kinerja  anggaran  berbasis  value  for
money.
Variabel pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran diperoleh nilai thitung=
2,451 dan probabilitas sebesar 0,019, jika dibandingkan dengan ttabel (2,014) maka
thitung> ttabel dan ρvalue< 0,05.  Hal ini  menunjukkan bahwa H1 diterima, artinya
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan anggota DPRD
tentang anggaran terhadap penilaian kinerja anggaran berbasis value for money.
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data
4.3.1Faktor  Pemahaman  Regulasi  Terhadap  Penilaian
kinerja Anggaran Berbasis Value For Money 
Berdasarkan hasil  penelitian variabel  pemahaman regulasi
(X1) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,281 dan  p-value  sebesar
0,032. Selanjutnya t hitung dibandingkan dengan t tabel, yaitu
2,281 > 2,014 dan  p value dibandingkan dengan  alpha,  yaitu
0,032 < 0,05. 
Hasil  perbandingan  tersebut  menunjukkan  nilai  t  hitung
lebih besar dari t tabel dan  p value lebih kecil dari α maka H1
diterima. Jadi, berpengaruh positif signifikan antara pemahaman
regulasi terhadap penilaian kinerja anggaran berbasis  value for
money oleh  lembaga  DPRD.  Nilai  beta  dalam  Unstandardized
Coefficients variabel prinsip value for money menunjukkan angka
0,323  artinya  bahwa  koefisien pemahaman  regulasi  terhadap
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penilaian  kinerja  anggaran  berbasis  value  for  money oleh
lembaga DPRD sebesar 32,3%.  
Hal ini ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman
regulasi  tentang  pengelolaan  anggaran,  maka  akan  semakin
tinggi pula penilaian kinerja anggaran berbasis  value for money
yang dilakukan oleh DPRD. Dalam pengawasan keuangan daerah
untuk  menilai  kinerja  anggaran  berbasis  value  for  money,
regulasi  dijadikan  sebagai  pedoman  anggota  DPRD  dalam
melakukan pengawasan keuangan daerah agar berjalan secara
efektif  dan  efisien.  Oleh  karena  itu,  setiap  anggota  DPRD
diharuskan  mempunyai  pengetahuan  regulasi  agar  dapat
memastikan  keuangan  daerah  sudah  berjalan  sesuai  dengan
tujuan yang telah ditetapkan.
Secara  empiris  dilapangan,  tingkat  pemahaman  regulasi
tentang pengelolaan keuangan daerah sudah relatif baik. hal ini
ditunjukkan  dengan  hasil  jawaban  responden  pada  variabel
pemahaman untuk masing – masing item pernyataan sebagian
besar dijawab dengan setuju dan sangat setuju. Pada lembaga
tersebut anggota – anggota DPRD telah mempunyai pemahaman
regulasi  yang  tinggi  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah.
Sehingga dalam melaksanakan fungsi penilaian kinerja anggaran
berbasis value for money dapat berjalan secara efektif.
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Kartikasari  (2012)  bahwa  pemahaman  regulasi  berpengaruh
positif  dan  signifikan  terhadap  pengawasan  keuangan  daerah.
Hal  ini  berarti  semakin  tinggi  pemahaman  regulasi  tentang
pengelolaan  anggaran,  maka  pengawasan  keuangan  daerah
yang dilakukan oleh DPRD akan semakin meningkat.
4.3.2Faktor  Pengetahuan  Anggota  DPRD  Tentang
Anggaran  Terhadap  Penilaian  Kinerja  Anggaran
Berbasis Value For Money
Berdasarkan hasil penelitian variabel pengetahuan anggota
DPRD  tentang  anggaran  (X2)  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar
2,451  dan  p-value  sebesar  0,019.  Selanjutnya  t  hitung
dibandingkan dengan t tabel, yaitu 2,451 > 2,014 dan  p value
dibandingkan dengan alpha, yaitu 0,019 < 0,05. 
Hasil  perbandingan  tersebut  menunjukkan  nilai  t  hitung
lebih besar dari t tabel dan  p value lebih kecil dari α maka H2
diterima. Jadi berpengaruh positif signifikan antara pengetahuan
anggota  DPRD  tentang  anggaran  terhadap  penilaian  kinerja
anggaran  berbasis  value  for  money.  Nilai  beta  dalam
Unstandardized Coefficients variabel pengetahuan anggota DPRD
tentang  anggaran  menunjukkan  angka  0,333  artinya  bahwa
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koefisien  pengetahuan  anggota  DPRD  tentang  anggaran
terhadap penilaian kinerja  anggaran berbasis  value for  money
sebesar 33,3%.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  pengetahuan
anggota  DPRD  tentang  anggaran  maka  penilaian  kinerja
anggaran berbasis  value for money yang dilakukan oleh DPRD
akan semakin meningkat. Karena pengetahuan yang dimiliki oleh
anggota  DPRD  yang  berkaitan  dengan  keseluruhan  proses
penyusunan  anggaran  mulai  dari  tahap  perencanaan  sampai
tahap  pertanggungjawaban,  akan  membantu  anggota  DPRD
dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  khusunya  dalam
penilaian kinerja anggaran. 
Secara  empiris  dilapangan,  tingkat  pengetahuan  anggota
DPRD tentang anggaran sudah relatif  baik.  hal  ini  ditunjukkan
dengan  hasil  jawaban  responden  pada  variabel  pengetahuan
anggota DPRD tentang anggaran untuk masing – masing item
pernyataan  sebagian  besar  dijawab  setuju  dan  sangat  setuju.
Pada  lembaga  tersebut  anggota  –  anggota  DPRD  telah
mempunyai  pengetahuan  yang  tinggi  tentang  anggaran.
Sehingga DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk
menilai kinerja anggarn dapat berjalan secara efektif.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Coryanata  (2007)  bahwa  pengetahuan  anggota  DPRD  tentang
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anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap
pengawasan  keuangan  daerah.  Hal  ini  berarti  semakin  tinggi
pengetahuan  anggota  DPRD  tentang  anggaran,  maka





Berdasarkan  pengujian  yang  telah  dilakukan  terhadap
permasalahan dalam hipotesis penelitian dengan menggunakan
regresi linier berganda diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Ada  pengaruh  positif  dan  signifikan  variabel  pemahaman
regulasi terhadap penilaian kinerja anggaran berbasis value
for money.  Hal ini  dapat dilihat dari  nilai t hitung sebesar
2,281 yang mana t hitung tersebut lebih besar dari t tabel
(2,281 > 2,014) dengan probabilitas 0,032 < 0,05. Maka H1
diterima  yang  berarti  bahwa  pemahaman  regulasi
berpengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja anggaran
berbasis value for money. 
2. Ada  pengaruh  positif  dan signifikan  variabel  pengetahuan
anggota DPRD tentang anggaran terhadap penilaian kinerja
anggaran berbasis value for money. Hal ini dapat dilihat dari
nilai  t  hitung sebesar  2,451 yang mana t  hitung tersebut
lebih  besar  dari  nilai  t  tabel  (2,451 >  2,014)  dengan
probabilitas  0,019 < 0,05 maka H2 diterima yang berarti
bahwa  pengetahuan  anggota  DPRD  tentang  anggaran
berpengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja anggaran
berbasis value for money. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini  memiliki  keterbatasan dan diharapkan dapat
memberikan gambaran dalam melakukan penelitian selanjutnya :
1. Penelitian ini hanya dilakukan pada lembaga DPRD sehingga
sampel yang digunakan hanya terbatas pada anggota DPRD
pada lembaga tersebut.
2. Variabel  independen  yang  digunakan  hanya  variabel
pemahaman  regulasi  dan  pengetahuan  anggota  DPRD
tentang anggaran, padahal masih banyak variabel lain yang
dapat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah untuk
menilai kinerja anggaran berbasis value for money.
3. Penelitian ini hanya menerapkan metode survey dengan alat
instrumen  berupa  kuesioner,  sehingga  kesimpulan  yang
diambil  hanya  berdasarkan  pada  data  yang  terkumpul
melalui instrumen kuesioner tersebut.
5.3 Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  dan  kesimpulan  yang
diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan untuk penelitian
berikutnya sehubungan dengan penelitian ini yaitu:
1. Perlunya  memperluas  objek  penelitian,  tidak  hanya  satu
lembaga DPRD saja  sehingga lebih  dapat  dijadikan acuan
lagi bagi kepentingan generalisasi permasalahan.
2. Perlunya  menambah  variabel  –  variabel  independen  yang
berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah untuk
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menilai kinerja anggaran berbasis  value for money.  Selain
pemahaman  regulasi  dan  pengetahuan  anggota  DPRD
tentang anggaran.
3. Perlu  ditambahkan  metode  wawancara  dengan  anggota
DPRD  pada  saat  pengumpulan  data  untuk  menghindari
kemungkinan bias atau tidak objektif dari responden dalam
mengisi kuesioner.
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  R.  (2011).  Pengelolaan pendapatan  dan  anggaran
daerah. Graha Imu. Yogyakarta.
Anshori, M & Iswati, S. (2009).  Metodologi penelitian kuantitatif.
Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
Arif,  E.  (2013).  Identifikasi  Faktor  –  faktor  penyebab minimnya
penyerapan APBD Kabupaten/  Kota di  Provinsi  Riau Tahun
2011. Magister Sains dan Doktoral. UGM.
Arikunto,  S.  (2006).  Prosedur  penelitian  suatu  pendekatan
praktik. Ed Revisi VI. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Baswir,  I.  (2005).  Sistem  akuntansi  sektor  publik.  Jakarta:
Salemba Empat.
Bedein, A. G and Zammuto, R.  F.  (1991).  Organizations theory
and design.
Budiarjo,  M.  (1993).  Dasar  –  dasar  ilmu  politik.  Jakarta:  PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Ghozali,  I.  2005.  Aplikasi  analisis  multivariate  dengan  program SPSS.  Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Gujarati, D. N dan Porter, D. C. (2010). Dasar-dasar ekonometrika, Buku 1 Edisi
5. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A. (2012). Pengelolaan keuangan daerah. Yogyakarta: UPP
STIM YKPN.
Henley,  D.,  Likierman, A.,  Perrin, J.,  Evans, M.,  Lapsley,  I.,  and
Whiteoak, J.  (1992).  Public sector accounting and financial
control. London: Chapman & hall.
Indriani, R dan Baswir, R. (2003). The effect of knowledge, and
rules,  procedures  and  policies  (RPPs)  on  role  of  local
legislature  in  local  financial  control.  Jurnal  Sosiohumanika
(Vol. 16/A) 2003, XVI.
78
Inriantoro,  dan  Supomo  (2002).  Metodologi  penelitian  bisnis
untuk akuntansi dan manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta:
BPFE.
Kamilah, M. (2014). Fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat
daerah (DPRD) terhadap pengelolaan anggaran pendapatan
belanja daerah (APBD) tahun 2014 di Kota Balikpapan. ISSN
2477-2631.
Kartikasari, D. (2012). Pengaruh personal background, political 
background, pemahaman regulasi terhadap pengawasan 
keuangan daerah. Accounting Analysis Journal.
Laksono, A. (2009). Fungsi DPR-RI pasca perubahan UUD 1945.
Dalam Jurnal Majelis.
Latan, H,  dan Selva T. (2013).  Analisis multivariate teknik dan
aplikasi  menggunakan  program IBM  SPSS  20.0.  Bandung:
Alvabeta.
Mannan,  M.  A.  (1993).  Islamic  economy:  Theory  and  practice,
terj.  M.  Nastangin,  Teori  dan  praktek  ekonomi  Islam.
Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
Mardiasmo.  (2001).  Pengawasan,  pengendalian,  dan
pemeriksaan  kinerja  pemerintah  dalam  melaksanakan
otonomi daerah. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 3:2.
. (2002). Akuntansi sektor publik. Andi: Yogyakarta.
.(2004).  Otonomi dan manajemen keuangan daerah.
Yogyakarta: Andi.
. (2009). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
Mayasari, R. P. (2012). Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi
masyarakat, transparansi kebijakan publik dan prinsip value
for money terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
Jurnal Kompetitif Universitas Tridinanti Palembang.
Moch. Nazir. (2003). Metode penelitian. Jakarta: Salemba Empat.
79
Pangesti,  A.  I.  (2013).  Analisis  pengetahuan  dewan  tentang
pengawasan  keuangan  daerah  (APBD)  dengan
menggunakan variabel moderating. ISSN 2252-6765.
Pramono, A. H. (2002). Pengawasan legislatif terhadap eksekutif
dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Universitas
Brawijaya.
Prastowo,  A.  (2012).  Metode  penelitian  kuantitatif  dalam
perspektif rancangan penelitian.
Rasul,  S.  (2002).  Pengintregasian  sistem  akuntabilitas  kinerja
dan anggaran. Jakarta: Detail Rekord.
Republik  Indonesia,  2000.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  108
Tahun 2000 tentang Tata cara pertanggungjawaban kepala
daerah.
                   , 2001. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001
tentang  Tata  cara  pengawasan  penyelenggaraan
pemerintah daerah.
                   , 2003. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan negara.
                   , 2004. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah daerah.
                   , 2004. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang  Perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat
dan pemerintah daerah.
                   , 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan keuangan daerah.
Sugiyono. (2010). Metode penelitian kuantitatif kualitatif & RND.
Bandung: Alfabeta.
                   . (2011). Metode penelitian kuantitatif kualitatif &
RND. Bandung: Alfabeta.
                   . (2013). Metode penelitian pendidikan (Pendekatan
kuantitatif kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta
80
Suharjo,  B.  (2008).  Analisis  regresi  terapan  dengan  SPSS.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sunyoto, D. (2010). Analisis regresi dan uji hipotesis. Yogyakarta.
Alfabeta.
Werinmor,  Dkk.  (2007).  Pengaruh  partisipasi  masyarakat  dan
transparansi  kebijakan  publik  terhadap  hubungan  antara
pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dan  pengawasan
keuangan  daerah.  Simposium  Nasional  Akuntansi  X.
Makasar.
Winarna, J dan Murni, S. (2007). Pengaruh personal background,
political  background dan  pengetahuan  dewan  tentang
anggaran  terhadap  peran  DPRD  dalam  pengawasan
keuangan daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2006).  Simposium
Nasional Akuntansi X Unhas Makassar, Juli 2007, ASP-11.
Witono, B. (2003). Pengaruh latar belakang personal dan budaya
politik terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan
daerah. Jurnal Empirika (Juni) h.27-41.
Wiyana, A. (2011). Pengaruh personal background dan political
culture  terhadap  hubungan  antara  pengetahuan  dewan
tentang  anggaran  dengan  pengawasan  keuangan  daerah.
Assets Volume 1 Nomor 2.
www.kejari-boyolali.go.id













Nama : Sita Arfi’un Afifah
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 21 November 1994
Alamat : Silem RT 05 RW 01 Kadireso Teras Boyolali
Telepon : 085702295004
Email : sita.arfiun@gmail.com
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Latar Belakang Pendidikan :
Nama Sekolah Kota Tahun
MIM Kadireso Boyolali 2000-2006
SMP Negeri 2 Mojosongo Boyolali 2006-2009
MAN 1 Boyolali 2009-2012




No BULAN Des Feb Mar Apr Juni Juli Agust Sept Okt NovKEGIATAN 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1
1 Penyusunan Proposal x x
2 Konsultasi x x x x x x x x x x x
3 Revisi Proposal
4 Pengumpulan Data x x x x
5 Prosesing Data x x x
6 Penulisan Skripsi x x x X x x x x x x x x x x x x x x x











Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  bukti  empiris  tentang
Pengaruh  Pemahman  Regulasi  dan  Pengetahuan  Anggota  DPRD  tentang
Anggaran  Terhadap Penilaian  Kinerja  Anggaran  Berbasis  Value  For  Money  di
Kabupaten Boyolali. Demi tercapainya tujuan penelitian ini diharapkan kesediaan
Bapak/Ibu  untuk  mengisi  daftar  pernyataan  dengan  keadaan  yang  sebenarnya.
Hasil penelitian ini akan menjadi bahan masukan lagi bagi semua pihak dalam
meningkatkan pengawasan keuangan daerah.
Daftar  pernyataan  ini  berisi  dua  jenis  pernyataan  yaitu  jenis  isian  dan  jenis
pilihan. Pada jenis isian mohon diisi pada tempat jawaban yang telah disediakan
dengan singkat dan jelas. Sedangkan pada jenis pilihan mohon diisi pada jawaban
yang sesuai menurut Bapak/Ibu.
Mohon diisi data identitas dibawah ini :
 Nama : ..................................................
 Jenis Kelamin : Laki – Laki Perempuan
 Tempat Lahir : ................................................ Umur............thn.
 Strata Pendidikan (mohon mengisi sesuai tingkat pendidikan Bapak/Ibu)
- SLTA -   D3
- S1 -   S2 -   S3
Lainnya ...............................................
Petunjuk Pengisian
Berikan tanda silang (X) pada kolom alternatif jawaban yang telah tersedia, untuk
jawaban yang paling tepat menurut persepsi Anda.
STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1) S   : Setuju    (Skor 4)
TS   : Tidak Setuju  (Skor 2) SS  : Sangat Setuju (Skor 5)
TT : Tidak Tahu  (Skor 3)
Kelompok Pertanyaan I : Pemahaman Regulasi
No Pernyataan STS TS TT S SS
1. Bapak/ibu  memahami  peraturan
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apa saja yang mengatur tentang
keuangan daearah
2. Bapak/ibu  memahami  peraturan
yang  mengatur  tentang
pengawasan keuangan daerah
3 Bapak/ibu mengetahui ketentuan
umum dan tata cara penyusunan 
APBD 
4. Bapak/ibu mengetahui 
bagaimana prosedur dalam 
pelaksanaan pengawasan 
keuangan daerah
5. Bapak/ibu memahami kebijakan
–  kebijakan  yang  berkaitan
dengan keuangan daerah
6. Bapak/ibu memahami kebijakan
–  kebijakan  yang  berkaitan
dengan  pengawasan  keuangan
daerah
Kelompok Pertanyaan II : Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran
N
o
Pernyataan STS TS TT S SS
1. Anggota DPRD mengetahui cara 
penyusunan anggaran
2. APBD disusun oleh DPRD 
bersama – sama dengan Kepala 
daerah.
3. Bapak/Ibu  dapat  memahami
pelaksanaan  APBD  yang
dilakukan eksekutif.
4. Pelaksanaan  anggaran  sudah
sesuai  dengan  program  yang
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berkaitan  dengan  kepentingan
rakyat.
5. Dewan dapat mendeteksi apabila
terjadi  kegagalan  dan kebocoran
anggaran.
6. Dewan  selalu  mengevaluasi
laporan bulanan yang dibuat oleh
eksekutif  guna  mendeteksi
adanya kegagalan atau kebocoran
anggarn.




Pernyataan STS TS TT S SS
1. Pengelolaan  anggaran
sudah  menggunakan
sumber  daya  dengan
harga yang paling murah.
2. Pengelolaan  anggaran
selama  ini  belum
memperhatikan  prinsip
ekonomis  dan  cenderung
pengeluaran yang boros.
3 Anggaran  dikelola  secara
efisien  dengan
penggunaan  terendah
untuk  mencapai  tujuan
tertentu
4. Output  yang  dihasilkan
dalam  penggunaan
anggaran belum maksimal
5. Anggaran  dikelola  secara
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efektif  dimana  semua
program yang ditargetkan
dapat mencapai hasil yang
ditetapkan



















1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 5 5 4 27 4 3 3 4 4 5 23
2 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 5 5 4 26 5 4 5 5 4 3 26
3 5 4 5 3 4 4 25 3 3 4 4 4 4 22 4 3 4 2 5 4 22
4 3 3 4 2 4 4 20 5 5 5 5 5 5 30 4 3 4 3 4 4 22
5 4 4 4 4 4 5 25 5 5 5 5 4 4 28 5 4 4 3 3 3 22
6 4 3 4 3 3 4 21 4 4 4 4 4 4 24 5 5 5 4 5 4 28
7 4 4 4 3 3 3 21 5 4 4 5 4 4 26 5 5 4 3 3 3 23
8 4 4 3 3 3 3 20 5 5 4 4 5 5 28 3 4 5 3 4 4 23
9 4 4 4 4 4 4 24 5 4 4 4 4 5 26 5 4 5 3 4 4 25
10 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 4 3 3 23
11 4 4 3 3 5 4 23 3 4 4 5 5 5 26 5 5 3 4 3 4 24
12 5 4 4 4 5 5 27 5 5 5 5 5 5 30 4 5 4 5 5 3 26
13 4 4 3 4 4 5 24 4 4 5 5 5 5 28 5 5 5 5 4 5 29
14 3 3 4 4 5 4 23 4 3 4 4 5 4 24 4 3 4 5 4 4 24
15 4 3 4 3 3 4 21 4 5 5 5 4 5 28 4 5 5 5 4 5 28
16 4 4 4 4 5 5 26 5 5 5 5 5 4 29 3 2 4 3 4 5 21
17 4 4 3 2 4 3 20 4 4 4 5 4 4 25 4 4 5 4 3 4 24
18 4 3 4 3 4 4 22 4 5 5 4 4 4 26 3 4 4 4 4 4 23
19 4 4 4 3 3 4 22 4 4 4 4 5 5 26 3 4 2 4 3 4 20
20 4 4 4 4 4 4 24 5 5 4 5 5 5 29 4 4 4 3 4 2 21
21 5 4 4 4 4 5 26 5 5 4 4 5 5 28 5 5 5 5 4 3 27
22 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 4 5 4 4 5 4 26
23 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 5 5 5 27 5 3 3 4 3 4 22
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24 3 4 4 4 4 4 23 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 5 5 5 29
25 3 3 4 3 4 4 21 4 5 4 5 5 5 28 5 4 5 5 3 4 26
26 4 4 4 4 4 4 24 3 4 3 4 4 4 22 5 5 5 3 4 5 27
27 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 5 5 5 28
28 5 5 4 4 5 5 28 4 4 4 4 5 5 26 5 5 5 5 3 3 26
29 5 5 5 4 3 5 27 4 5 4 5 5 4 27 2 4 4 4 4 3 21
30 4 3 4 4 4 5 24 4 4 4 3 4 5 24 4 5 5 5 4 4 27
31 3 3 4 2 4 4 20 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 4 5 4 27
32 4 4 4 3 3 4 22 5 5 5 5 4 5 29 3 4 2 4 4 5 22
33 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4 5 3 4 5 4 25
34 4 4 4 3 4 4 23 4 5 5 4 5 5 28 5 5 5 4 5 5 29
35 4 4 3 3 4 4 22 5 5 5 5 5 5 30 3 5 4 4 5 4 25
36 4 4 3 4 4 4 23 5 5 4 5 4 5 28 5 5 3 4 5 4 26
37 4 4 4 4 4 4 24 5 5 4 5 5 4 28 2 4 3 3 4 4 20
38 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 5 4 25 5 4 5 3 4 4 25
39 4 3 4 3 5 5 24 4 4 5 4 5 4 26 5 4 5 5 4 5 28
40 5 5 4 4 5 5 28 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 5 4 5 28
41 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 5 4 3 4 4 5 25
42 4 4 4 4 5 5 26 4 4 4 4 5 5 26 5 5 4 5 5 5 29
43 4 4 3 2 4 3 20 5 5 5 5 4 5 29 3 5 5 5 4 5 27
44 4 3 4 3 4 4 22 4 4 4 4 4 4 24 5 2 4 4 3 4 22











Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
laki-laki 40 88,9 88,9 88,9
perempuan 5 11,1 11,1 100,0
Total 45 100,0 100,0
Pendidikan Terakhir
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
SMA/SMK 19 42,2 42,2 42,2
DIPLOMA 3 6,7 6,7 48,9
S1 19 42,2 42,2 91,1
S2 4 8,9 8,9 100,0
Total 45 100,0 100,0
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Lampiran 6








Mean Std. Deviation N
Pertanyaan_1 4,09 ,557 45
Pertanyaan_2 3,98 ,657 45
Pertanyaan_3 3,93 ,539 45
Pertanyaan_4 3,56 ,725 45
Pertanyaan_5 4,04 ,638 45
Pertanyaan_6 4,27 ,618 45











Pertanyaan_1 43,64 22,643 ,664 ,741
Pertanyaan_2 43,76 22,280 ,607 ,740
Pertanyaan_3 43,80 23,527 ,507 ,758
Pertanyaan_4 44,18 20,786 ,781 ,713
Pertanyaan_5 43,69 23,583 ,401 ,765
Pertanyaan_6 43,47 21,891 ,726 ,730
Jumlah 23,87 6,618 1,000 ,775
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items







a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
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Mean Std. Deviation N
Pertanyaan_1 4,33 ,477 45
Pertanyaan_2 4,40 ,539 45
Pertanyaan_3 4,44 ,503 45
Pertanyaan_4 4,27 ,495 45
Pertanyaan_5 4,47 ,505 45
Pertanyaan_6 4,44 ,503 45











Pertanyaan_1 48,38 22,013 ,684 ,785
Pertanyaan_2 48,31 21,083 ,793 ,770
Pertanyaan_3 48,27 20,745 ,940 ,761
Pertanyaan_4 48,44 22,753 ,487 ,799
Pertanyaan_5 48,24 20,689 ,949 ,760
Pertanyaan_6 48,27 20,745 ,940 ,761
Jumlah 26,36 6,325 1,000 ,911
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items







a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
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Mean Std. Deviation N
Pertanyaan_1 4,24 ,883 45
Pertanyaan_2 4,22 ,823 45
Pertanyaan_3 4,20 ,869 45
Pertanyaan_4 4,04 ,824 45
Pertanyaan_5 4,04 ,706 45
Pertanyaan_6 4,07 ,780 45











Pertanyaan_1 45,40 24,018 ,418 ,684
Pertanyaan_2 45,42 23,568 ,522 ,669
Pertanyaan_3 45,44 24,207 ,404 ,687
Pertanyaan_4 45,60 23,427 ,540 ,666
Pertanyaan_5 45,60 25,427 ,350 ,700
Pertanyaan_6 45,58 25,431 ,302 ,705
Jumlah 24,82 7,104 1,000 ,525
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items







a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Lampiran 7














Asymp. Sig. (2-tailed) ,739
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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b. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
T Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1
(Constant) 8,288 4,562 1,817 ,076
Pemahaman Regulasi ,323 ,146 ,303 2,218 ,032 ,969 1,031
Pengetahuan Anggota DPRD 
Tentang Anggaran
,333 ,136 ,335 2,451 ,019 ,969 1,031
a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah
c. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) ,713 2,634 ,271 ,788
Pemahaman Regulasi ,011 ,078 ,023 ,146 ,884
Pengetahuan Anggota 
DPRD Tentang Anggaran
,070 ,080 ,136 ,880 ,384




R Square Change F Change df1 df2 Sig. F
Change
,240 6,614 2 42 ,003 1,831
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Lampiran 8













a. Dependent Variable: Penilaian kinerja berbasis VFM
b. All requested variables entered.
Model Summarya
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
Change Statistics Durbin-Watson
R Square Change F Change df1 df2 Sig. F
Change
1 ,489a ,240 ,203 2,379 ,240 6,614 2 42 ,003 1,831
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran, Prinsip VFM
b. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah
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ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 74,869 2 37,434 6,614 ,003b
Residual 237,709 42 5,660
Total 312,578 44
a. Dependent Variable: Penilaian kinerja berbasis VFM








Sig. Correlations Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF
1 (Constant) 8,288 4,562 1,817 ,076
Pemahaman 
Regulasi





,333 ,163 ,335 2,451 ,019 ,388 ,354 ,330 ,969 1,031
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